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ABSTRAK 
 
Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Timbulnya  
Senjangan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi  
dan Informasi Asimetri Sebagai Variabel Moderating  
(Studi Empiris Pada Dinas Pemerintah Tingkat II Kota Pekanbaru ) 
 
Oleh 
Nurma Deswati 
  
Penelitian ini dilakukan Pada Dinas Pemerintah Tingkat II Kota 
Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara 
partisipasi anggaran dengan Senjangan Anggaran, interaksi antara partisipasi 
anggaran dengan komitmen organisasi dalam mempengaruhi senjangan 
anggaran, interasi antara partisipasi anggaran dengan informasi asimentri 
dalam mempengaruhi senjangan anggaran. Pengukuran hipotesis di atas tersebut 
menggunakan instrumen kuesioner. Alat analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda dengan menggunakan program 
SPSS versi 11,0. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 
hipotesis tersebut di atas, yaitu variabel (X) partisipasi anggaran, informasi 
asimetri berpengaruh terhadap variabel (Y) Senjangan anggaran.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini handal dan valid melalui pengujian validitas dan reliabilitas 
dengan menggunakan Person Correlation dan Cronbach Alpha. distribusi rata-
rata jawaban responden adalah normal dilihat dari penyebaran data (titik) pada 
sumbu diagonal dari grafik P-P Plot of Regression Standardized Residual. 
Ketiga, seluruh pengujian hipotesis pada penelitian ini antara variabel 
indevenden (X) dengan variabel dependen (Y), ini dilihat dari hasil pengujian 
data melalui SPSS for windows versi 11.0 dengan menggunakan uji regresi linear 
berganda dapat disimpulkan bahwa Hasil analisis regresi pada hipotesis 
pertama, Partisipasi penyusunan anggaran mempunyai hubungan yang signifikan 
dengan Senjangan Anggaran dimana nilai thitung > ttabel (3.989 > 2,002), 
sedangkan hipotesis kedua, Komitmen Organisasi mempunyai hubungan  yang 
signifikan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran atau 
(budgetary slack) dimana nilai thitung > ttabel (2.516> 2,002), hipotesis ketiga 
Informasi Asimentri mempunyai hubungan signifikan terhadap hubungan antara 
Partisipasi penyusunan Anggaran dengan Senjangan Anggaran pada Pemerintah 
Tingkat II Kota Pekanbaru. Dimana nilai thitung > ttabel (3.318> 2,002) maka Ho3 
di tolak, dan Ha3 di terima. 
 
Kata Kunci:  Partisipasi anggaran, Senjangan Anggaran Komitmen Organisasi, 
Informasi Asimetri.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
Otonomi daerah merupakan suatu kebijakan dimana pemerintah pusat 
memberikan hak istimewa dalam pengaturan pemerintahan di daerah masing-masing 
dengan batas-batas tertentu. Meskipun pemerintah daerah memiliki hak sendiri dalam 
mengatur pemerintahan daerahnya ini juga tidak terlepas dari pengawasan pemerintahan 
pusat. 
Otonomi daerah telah mulai dilaksanakan mulai Januari 2001. Sejak saat itu 
terjadi perubahan dalam perumusan strategi dan perencanaan strategis misalnya : dengan 
membuat Propenas, Renstra dan Rapeta baru selanjutnya dijabarkan dalam bentuk 
Propeda, Renstroda dan Rapetoda. 
Perubahan juga terjadi pada system penyusunan anggaran. Setelah otonomi 
daerah telah ditetapkan system penyusunan anggaran pemerintah berubah dengan 
paradigma barunya yang mana menekankan pada pendekatan Buttom Up Planning yaitu 
keikutsertaan bawahan pada level tertentu untuk ikut dalam pengajuan anggaran 
(anggaran partisipatif), dengan mengacu kebijkan pembangunan pemerintah pusat 
(Mardiasma, 2001). 
Pendekatan Bottom-Up planning bertujuan untuk menciptakan anggaran yang 
objektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Pengelolaan pemerintah yang 
baik tidak terlepas dari anggaran daerahnya yang mana ini sesuai dengan apa yang 
dikaitkan oleh Madiasma (2002), yang menyatakan bahwa wujud dari penyelenggaraan 
otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, 
efisiensi, efektif dan adil serta merata dalam pencapaian akuntabilitas public. Anggaran 
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sektor public merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana public dan 
pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang public dalam hal otonomi 
daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Agirys dalam Darlis (2005) yang menyarankan 
perlunya bawahan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan 
anggaran karena menurutnya partisipasi dalam penyusunan anggaran diyakini dapat 
meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah. 
Kinerja aparat pemerintahan merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk 
membantu atasan dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan 
non finansial, dimana kinerja dapat diukur dari seberapa  jauh kemampuan kinerja dalam 
mencapai target yang dianggarkan. Kinerja ini akan dipengaruhi oleh partisipasi bawahan 
dalam penyusunan anggaran. 
Partisipasi anggaran merupakan tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh 
individu didalam menentukan dan menyusun anggaran yang ada dalam divisi atau 
bagiannya baik secara periodik maupun tahunan. Dari pengertian partisipasi anggaran 
dapat disimpulkan bahwa kinerja aparat pemerintah daerah akan rneningkat apabila 
partisipasi anggaran diterapkan di dalamnya. 
Menurut Agirys dalam Darlis (2005) rnenyatakan bahwa kunci dari kinerja yang 
efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan 
memegang peranan penting dalam mencapai tujuan. Partisipasi umumnya dinilai sebagai 
suatu pendekatan yang dapat meningkatkan kinerja anggota organisasi. 
Selain itu seperti tujuan dari partisipasi anggaran yaitu untuk memperoleh 
anggaran yang objektif, yang mana hal ini diharapkan untuk mengurangi terjadinya 
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senjangan anggaran, atau dengan kata lain anggaran yang dibuat sesuai dengan apa yang 
dibutuhkan. 
Adapun Kenis dalam Falikhatun (2007) menyatakan bahwa anggaran bukan 
hanya rencana keuangan (financial) mengenai biaya dan pendapatan dalam suatu pusat 
pertanggung jawaban tetapi juga berfungsi sebagai alat. Pengendalian, komunikasi, 
evaluasi kinerja serta sebagai motivasi. 
Dalam proses penyususnan anggaran dikenal dengan dua metode 
penyusunan anggaran yaitu metode top-down dan metode bottom-up 
(partisipatif). Penganggaran dengan metode top-down yaitu merupakan 
penganggaran yang keseluruhannya disusun dan disahkan oleh pihak manajemen 
level atas dan pihak manajemen level bawah hanya melaksanakan anggaran yang 
telah disahkan. Scdangkan penganggaran dengan metode bottom-up (partisifatif) 
merupakan penyusunan anggaran dengan memberikan kewenangan kepada pihak 
manajemen level bawah untuk menyusun rencana anggaran sesuai dengan apa 
yang dibutuhkan oleh departemen ataupun divisi yang dipimpinnya kemudian 
diajukan ke pihak manajer level atas. 
Menurut Hansen dan Mowen (2002:397) senjangan anggaran merupakan 
suatu keadaan dimana terjadinya kelonggaran dalam anggaran yang dibuat. Pada 
dasarnya penerapan sisitem partisipasi anggaran adalah untuk menciptakan 
anggaran yang sangat objektif sehingga tidak terdapat kelonggaran anggaran 
yang sering disebut dengan senjangan anggaran. Senjangan anggaran ini tercipta 
ketika seorang manajer menyusun anggaran tidak sesuai dengan kondisi yang 
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dibutuhkan oleh divisinya, dimana standar yang ditetapkan terlalu tinggi untuk 
beban dan standar untuk pendapatan terlalu rendah dari yang seharusnya. 
Govindarajan dalam Jefry (2003) menjelaskan bahwa partisipasi anggaran 
memiliki pengaruh positif untuk memotivasi manajer, yaitu adanya 
kecenderungan lebih besar dari bawahan untuk menerima target anggaran bila 
mereka turut memegang kendali dari pada anggaran tersebut ditetapkan secara 
sepihak. Hal ini akan mendorong bawahan untuk terikat pada komitmen yang 
lebih tinggi untuk mencapai kinerja. 
Pada pemerintahan yang sangat tergantung pada pendanaan (fund) yang 
terkadang mendorong pihak-pihak tertentu untuk menyusun anggaran melebihan 
kapasitas yang mereka butuhkan. Ada dua dampak positif partisipasi manajer 
tingkat menengah dan tingkat bawah dalam proses penyusunan anggaran 
menurut Welsch, Hilton, dan Gordon (1996; 98) dalam Winaldy (2006), yaitu: 
Pertama, proses partisipasi mengurangi asimetri informasi dengan organisasi. 
Dengan demikian, memungkinkan manajemen tingkat atas mempunyai 
pengertian dalam masalah lingkungan dan teknologi manajer tingkat bawah yang 
mempunyai pengetahuan yang lebih khusus. Kedua, proses partisipasi bisa 
menghasilkan komitmen yang lebih besar oleh manajemen tingkat bawah untuk 
melaksanakan rencana anggaran dan memenuhi anggaran. 
Penelitian secara ilmiah telah banyak dilakukan untuk melihat pengaruh 
antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran (budgetary slack). Misalnya 
Camman, Dunk, dan Onsi dalam Winaldy (2006) memperoleh hasil penelitian 
bahwa penganggaran partisipasi berpengaruh negatif terhadap budgetary slack. 
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Fitri (2004) juga melakukan penelitian yang sama, dalam hasil penelitiannya 
Fitri menemukan hubungan yang negatif antara partisipasi anggaran terhadap 
budgetary slack. Young dalam Darlis (2002) Yuwono dalam Winaldy (2006), 
Falichatun (2007) menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif 
terhadap senjangan anggaran. 
Sedangkan hasil penelitian yang tidak konsisten antara partisipasi 
anggaran dengan budgetary slack mungkin disebabkan oleh adanya variabel- 
variabel lain yang mempengaruhinya. Beberapa peneliti memasukkan beberapa 
variable yang digunakan sebagai pemoderating antara partisispasi anggaran 
dengan budgetary slack. Dunk, Wartono, dalam Fitri (2004) memasukkan 
variabel informasi asimetri sebagai variabel moderating pada pengaruh 
partisipasi anggaran terhadap budgetary slack. Hasil penelitian dari ketiga 
penelitian ini adalah menunjukkan bahwa informasi asimetri yang sebagai 
variabel moderating berhubungan negative terhadap pengaruh partisipasi 
anggaran terhadap budgetary, slack. Informasi asimetri adalah suatu kondisi atau 
keadaan apabila atasan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja 
agen atau bawahan, sehingga atasan tidak dapat menentukan kontribusi bawahan 
terhadap hasil aktual perusahaan. 
Yuwono (1999) dan Darlis (2001) mencoba melihat pengaruh yang 
ditimbulkan oleh komitmen organisasi pada partisipasi anggaran dan senjangan 
anggaran. Komitmen organisasi merupakan tingkat loyalitas seseorang dalam 
sebuah organisasi. Komitmen tinggi yang dimiliki oleh pekerja akan membantu 
dalam pencapaian tujuan organisasi, atau sebaliknya jika seorang pekerja 
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memiliki komitmen yang rendah maka meeka cenderung untuk memenuhi 
kebutuhan dan kepentingan mereka dan menomorduakan kepentingan organisasi 
(Yuwono:1999). Penelitian yang dilakukan Yuwono (1999) menunjukkan bahwa 
komitmen organisasi tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap 
senjangan anggaran. Lain halnya dengan Darlis (2001), dalam penelitiannya 
menunjukkan bahwa terdapat tiga dimensi dalam komitmen organisasi yaitu; 
emotional attachment; obligation to stay; dan cost of leaving. Dari ketiga dimensi 
ini Darlis (2001) menemukan hanya dimensi emotional attachment yang 
berpengaruh signifikan berinteraksi dengan partisipasi anggaran dalam 
mempengaruhi individu untuk melakuakan budgetary slack. Winaldy (2006) tidak 
sependapat dengan hasil penelitian Yuwono (1999). Winaldy mengatakan dalam 
penelitiannya bahwa komitmen organisasi mempengaruhi individu dalam 
melakukan budgetary slack. Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran 
kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan 
mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi menjadi instrumen 
keunggulan kompetitif yang utama yaitu bila budaya organisasi mendukung 
strategi organisasi dan bila budaya organisasi dapat menjawab/mengatasi 
tantangan lingkungan dengan cepat dan tepat. 
Penelitian-penelitian diatas memberikan hasil yang berbeda-beda, hal ini 
mungkin saja terjadi karena adanya perbedaan antara sampel, waktu penelitian, 
dan juga alat uji yang digunakan. Pada umumnya sampel yang digunakan oleh 
para peneliti disini adalah organisasi yang bertujuan untuk memperoleh laba 
(profit), kecuali penelitian yang dilakukan oleh Falichatun (2007) yakni 
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menggunakan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai sampel yang merupakan 
organisasi yang dikelolah oleh pemerintahan. 
Melihat bahwa anggaran merupakan alat manajemen yang mempunyai 
pengaruh yang penting dalam organisasi maka perlu dilakukan penelitian pada 
organisasi sektor publik. Hal ini dikarenakan organisasi yang dikelolah oleh 
pemerintah seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, 
Orsospol, Yayasan LSM, dan Koperasi mempunyai karakteristik anggaran yang 
berbeda baik sifat, penyusunan, maupun pelaporannya dengan organisasi 
swasta yang bertujuan memperoleh laba (Mordiasmo:2002). Perbedaan dalam 
perencanaan dan persiapan anggaran sektor publik, serta  adanya pendanaan 
dari pemerintah pusat ke permrintah daerah, cenderung menyebabkan 
ketergantungan yang menimbulkan terjadinya budgetary slack (Madiasmo: 
2002). 
Penggunaan variabel moderating seperti informasi asimetri dan 
komitmen organisasi akan membantu dalam melihat pengaruh partisipasi 
anggaran terhadap budgetary slack pada pemerintah daerah. 
Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian kembali (replikasi) mengenai senjangan anggaran. Isu senjangan 
anggaran (budgetary slack) ini penulis angkat ke dalam suatu penelitian dengan 
judul “Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Timbulnya Senjangan 
Anggaran (Budgetary Slack), Dengan Informasi Asimetri dan Komitmen 
Organisasi Sebagai Variabel Moderating.” 
 
 8
1.2 Perumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang masalah dl atas, maka penulis mengemukakan 
rumusan masalah sebagai berikut : 
1.2.1 Apakah ada pengaruh antara partisipasi anggaran dengan senjangan 
anggaran. 
1.2.2 Apakah ada interaksi antara partisipasi anggaran dengan komitmen 
organisasi dalam mempengaruhi senjangan anggaran. 
1.2.3 Apakah ada interaksi antara partisipasi anggaran dengan inforrnasi 
asimetri dalam mempengaruhi senjangan anggaran. 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian  
Tujuan dari penelitian ini adalah 
a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara partisipasi anggaran 
dengan budgetary slack. 
b. Untuk mengetahui apakah ada interaksi antara partisipasi anggaran 
dengan komitmen organisasi dalam mempengaruhi senjangan anggaran. 
c. Untuk mengetahui apakah ada interaksi antara partisipasi anggaran 
dengan informasi asimetri dalam mempengaruhi senjangan anggaran. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti mengenai pengaruh 
komitmen organisasi dan informasi asimetri terhadap hubungan antara 
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partisipasi penyusunan anggaran dengan senjangan anggaran pada 
pemerintahan Kota Pekanbaru. 
b. Dapat memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan di 
Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mempertimbangkan aspek komitmen 
organisasi dan informasi asimetri dalam penyusunan anggaran. 
c. Menjadi Referensi untuk penelitian sejenis bagi peneliti yang ingin 
meneliti hal serupa dimasa yang akan datang. 
1.4 Sistematika Penulisan 
BAB I  : Merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang, 
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 
penulisan. 
BAB II :  Bab ini berisi landasan-landasan teoritis yang menjadi acuan dasar 
dari perumusan masalah, kerangka pemikiran dan model penelitian 
yang pada akhirnya melahirkan hipotesis yang digunakan untuk 
mengungkapkan pertanyaan penelitian. 
BAB III : Bab ini menyajikan rangkaian metodologi penelitian yang terdiri dari 
sitat dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber 
data, identifikasi dan pengukuran variabel serta metode statistik 
yang digunakan untuk menganalisis data. 
BAB IV : Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 
menguraikan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian. 
BAB V :  Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 
TELAAH PUSTAKA 
2.1 Organisasi 
2.1.1 Organisasi Pemerintah  
Suatu organisasi dapat berjalan dengan baik jika organisasi tersebut memiliki 
suatu sistem manajemen yang mana ini akan sangat membantu mereka dalam 
melaksanakan kegiatan organisasinya. Didalam dunia kerja dikenal dua organisasi 
yaitu swasta dan juga organisasi pemerintah. Organisasi swasta merupakan organisasi 
yang pada dasarnya bertujuan untuk meperoleh laba (profit) yang sebesar-besarnya 
atas kegiatan yang telah mereka lakukan. Lain halnya dengan organisasi pemerintah 
merupakan organisasi yang dikelola oleh pemerintahan yang bertujuan untuk 
memberikan pelayanan kepada pihak umum atau masyarakat. Informasi merupakan 
hal penting yang harus dimiliki oleh pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. 
Selain itu informasi juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi (Siregar, 1999:1). 
Bila dibandingkan dengan organisasi swasta, organisasi pemerintah memiliki 
banyak hak yang membedakannya dengan organisasi swasta. Misalnya saja dalam 
karakteristik, ruang lingkup dan kepatuhannya terhadap undang-undang dan peraturan 
yang berlaku (Siregar, 1999:2). 
 
2.1.2 Karakteristik Organisasi Pemerintahan  
Karakteristik khusus dari organisasi pemerintahan yaitu (Siregar, 1999:2) 
a. Motif mencari laba bukan merupakan orientasi utama organisasi. 
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b. Dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, dan kepemilihan tidak dibuktikan 
dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. 
c. Sumber keuangan yang diberikan warga negara tidak secara langsung 
berhubungan dengan jasa yang diberikan oleh pemerintah. 
Organisasi pemerintahan merupakan salah satu bentuk dari organisasi yang 
berbentuk nirlaba. Secara umum organisasi pemerintahan terdiri dari (Siregar, 
1999:2). 
a. Pemerintahan : pusat, daerah, desa dan unit organisasi pemerintahan lainnya 
termasuk daerah khusus. 
b. Pendidikan: universitas, institute, sekolah tinggi, akademi. Sekolah Menengah 
Tingkat Atas, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 
Dasar, dan Taman Kanak-kanak 
c. Kesehatan : rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas dan posyandu 
d. Keagamaan : Masjid, Gereja, Pura dan Vihara 
e. Yayasan : yayasan Dana Bakti Kesejahteraan Sosial dan Yayasan Supersemar  
 
Selain penjelasan diatas organisasi pemerintah memiliki karakteristik yang 
sangat khusus yaitu menggunakan istilah dana (fund), system akuntansi pemerintahan 
direncanakan, diotorisasikan, dan dijalankan atas dasar dana. 
Organisasi pemerintah pada dasarnya dibentuk dengan tujuan untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Secara kolektif organisasi ini 
dimiliki oleh masyarakat umum. Tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah biasanya 
dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan, mutu pendidikan, mutu 
kesehatan dan keimanan.  
2.1.3 Lingkungan Organisasi Pemerintahan  
Organisasi pemerintahan pada dasarnya mengelolah bidang-bidang yang 
sangat vital bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat, dan jika hal ini dikelolah 
oleh organisasi swasta maka hal ini sangat tidak memiliki nilai ekonomis jika 
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dibandingkan dengan kegiatan mereka pada umumnya. Karena aktivitas dalam 
pelayanannya kepada masyarakat umum maka sering, disebut dengan istilah 
pemerintahan umum (General Goverment). Selain dalam pelayanan umum 
organisasi pemerintah juga menyediakan barang dan jasa seperti halnya organisasi 
komersial (Siregar, 1999: 3). 
Beberapa persamaan yang dimiliki oleh organisasi pemerintahan dengan 
organisasi komersial, yaitu (Siregar; 1999:3) : 
a. Keduanya merupakan bagian integral system ekonomi yang menggunakan 
sumber-sumber yang sama untuk mencapai tujuan. 
b. Keduanya memperoleh dan menggunakan sumber-sumber yang langka 
untuk menghasilkan barang dan jasa. 
c. Proses manajemen pada dasarnya sama yaitu perencanaan, pengarahan, 
pengendalian, dan evaluasi penggunaan sumber-sumber yang dikelolah. 
d. Melakukan analisis biaya, pengendalian, dan evaluasi aktivitas untuk 
menjamin bahwa sumber keungan dikelolah secara ekonomis, efektif, dam 
efisien. 
e. Dalam beberapa hal keduanya menghasilkan produk yang sama 
 
2.1.4 Tujuan Organisasi  Pemerintahan 
Salah satu faktor yang sangat memberikan organisasi komersial dengan 
organisasi pemerintah adalah dari tujuan organisasinya ataupun dari orientasinya 
terhadap laba (Siregar, 1999:4). Dalam organisasi pemerintahan laba bukanlah 
orientasi utama melainkan peningkatan layanan. Karena organisasi pemerintah 
lebih fokus pada peningkatan layanan maka mereka akan berusaha untuk 
menyediakan pelayanan sesuai dengan anggaran yang sudah ada atau dengan kata 
lain mengefisienkan dana yang terkumpul. 
Organisasi pemerintahan berusaha untuk memperoleh sumber keuangan 
sebanyak mungkin untuk sedapat mungkin dalam pnyediaan barang dan jasa 
yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam organisasi komersial investor 
merupakan salah satu penyumbang dana bagi perusahaan sedangkan pada 
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organisasi pemerintah masyarakatlah yang menjadi pendana utama selain 
pinjaman luar negeri.  
2.1.5 Sumber Keuangan Organisasi Pemerintahan  
Sumber keuangan organisasi pemerintahan berbeda dengan sumber 
keuangan organisasi komersial, oleh karena itu itu pertanggung jawabannya 
berbeda. Menurut Siregar (1999:5) dalam bukunya bahwa organisasi 
pemerintahan, sumber keuangannya terdiri dari : 
a. Pajak  
b. Bantuan dan pinjaman 
c. Pengeluaran obligasi  
d. Subsidi 
e. Dan transfer antar unit pemerintahan 
 
2.2 Anggaran 
2.2.1 Pengertian Anggaran  
Yang dimaksud dengan anggaran adalah estimasi atas penerimaan yang 
akan diterima dan pengeluaran (biaya) yang akan dikeluarkan terhadap 
aktivitas yang akan dikerjakan di masa yang akan datang oleh suatu organisasi 
(baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintah). Pada dasarnya, 
anggaran (budget) berbeda dengan ramalan (forecast). Anggaran merupakan 
rencana manajemen, dengan anggapan bahwa penyusunan anggaran akan 
mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasi rencana yang telah 
disusun, sedangkan ramalan hanya semata-mata usaha memperkirakan apa yang 
akan terjadi. 
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Hansen dan Mowen (2008) mendefinisikan anggaran (budget) sebagai 
perencanaan keuangan untuk masa depan yang memuat tujuan serta tindakan-
tindakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu anggaran 
biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang 
direncanakan untuk tahun itu.  
Muryadi (2001) mendefinisikan anggaran sebagai berikut : 
“Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif 
yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, 
mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran merupakan suatu rencana 
jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang 
yang ditetapkan dalam proses penyusunan”. 
  
 Menurut Nafarin (2004) anggaran adalah suatu rencana keuangan periodic 
yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan 
rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif 
dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. 
 Berdasarkan definisi anggaran diatas anggaran dapat diartikan sebagai suatu 
perencanaan mengenai penerimaan dan pengeluaran yang disusun berdasarkan 
program yang telah disahkan. Yang mana perencanaan ini disusun dan disahkan 
dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan organisasi dengan anggaran 
bahwa penyusunan anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk 
merealisasi rencana yang telah disusun. 
Dalam pengertian secara umum anggaran merupakan perencanaan keuangan, 
jika definisi ini dikaitkan dengan lembaga negara maka anggaran adalah estimasi atas 
penerimaan yang akan diterima dan pengeluaran (biaya) yang akan dikeluarkan 
terhadap aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang oleh 
lembaga negara baik itu tingkat daerah maupun tingkat pusat. Anggaran pemerintah 
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merupakan arah atau pedoman yang akan dijadikan pegangan didalam melaksanakan 
tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh MPR. 
John F. Due dalam buku Baswir (1999:26) memberikan definisi tersendiri 
mengenai anggaran negara. 
Anggaran negara adalah pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan 
penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periodic dimasa depan, 
serta data dari pengeluaran dna penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi 
dimasa yang lalu.  
 
2.2.2 Tujuan Anggaran 
Sebuah organisasi memiliki tujuan dan juga sasaran. Sama halnya 
dengan suatu keputusan ataupun program yang telah dibuat dan di sahkan pasti 
memiliki suatu tujuan akhir. Anggaran yang merupakan suatu perencanaan 
keuangan yang dibuat dan disahkan oleh pihak manajemen juga memiliki 
tujuan. Secara umum anggaran memiliki tujuan sebagai penuntun ataupun 
pedoman dalam melakukan kegiatam organisasi khususnya yang berhubungan 
dengan keuangan. 
Beberapa penulis buku tentang akuntansi manajemen dan akuntansi 
pemerintahan mempunyai pemikiran yang berbeda-beda dalam perumusan 
tujuan dari anggaran. 
Hansen dan Mowen (2001:352) mengemukakan tujuan penganggaran 
oleh perusahaan sebagai berikut: 
a. Memaksa manajer untuk membuat rencana 
b. Memberikan informasi sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas 
pengambilan keputusan  
c. Sebagai standar bagi evaluasi kerja  
d. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi  
 
Di dalam buku akuntansi pemerintahan II memberikan pemahaman yang 
berbeda mengenai tujuan anggaran, yaitu : 
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a. Memberikan arah atas kegiatan atau aktivitas yang akan dikerjakan 
sehingga kegiatan yang dilakukan akan menjadi terarah kepada tujuan yang 
dikehendaki; 
b. Akan menjadi alat koordinasi antar bagian yang melaksanaknn kegiatan; 
c. Akan dapat mengharmonisasikan atau mensinkronkan antar bagian yang 
ada di dalam organisasi; 
d. Akan dapat membatasi kegiatan atau aktivitas hanya pada yang penting dan 
perlu; 
e. Dapat dijadikan sebagai alat pengawasan organisasi; 
f. Penggunaan metode, alat, tempat kerja akan semakin efektif dan efisien 
sehingga kinerja organiaasi akan semakin baik dan terarah sesuai dengan  
prinsip efektifitas dan efisiensi; 
g. Memaksa semua pihak yang ada di dalam organisasi, baik dari pimpinan 
puncak sampai kepada tenaga pelaksana untuk sesuai dengan apa yang 
telah ditetapkan oleh anggaran. 
 
Tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara 
kuatitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu 
tertentu. 
Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran 
adalah perencanaan keuangan masa depan suatu organisasi yang disusun 
berdasarkan program yang telah disahkan dalam jangka waktu tertentu (biasanya 
satu tahun) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Menurut Nafarin (2004:15) secara fisik tujuan disusunnya anggaran antara 
lain : 
 17
a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan 
invesatasi dana; 
b. Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan;  
c. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, 
sehingga dapat memudahkan pengawasan; 
d. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang 
maksimal; 
e. Menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran 
lebih jelas dan nyata terlihat 
f. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang 
berkaitan dengan keuangan. 
 
 
2.2.3 Fungsi Anggaran  
Fungsi yang dimiliki anggaran tidaklah jauh beda dengan fungsi 
manajemen, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan dan fungsi 
pengawasan. Hal ini disebabkm karena anggaran berfungsi sebagai alat 
manajemen dalam melaksanakan perannya. 
Menurut Mulyadi dalam Winaldy (2006) ada beberapa syarat yang harus 
dipenuhi agar anggaran tersebut dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan 
pengendalian, yaitu : 
a. Partisipasi para manajer pusat pertanggungjawaban dalam proses 
penyusutan anggaran; 
b. Adanya organisasi anggaran; 
c. Penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat 
pengirim pesan dalam penyusunan anggaran dan sebagai pengukuran 
kinerja manajer dalam pelaksanaan anggaran. 
Beda halnya dengan fungsi anggaran pada organisasi swasta, 
pemerintahan memiliki fungsi yang lain pula, yaitu : 
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a. Fungsi Hukum. Sesuai dengan yang tercanturn dalam UUD 1945 
mengenai anggaran ; DPR telah memberikan kuasa kepada Presiden untuk 
melaksanakan semua kegiatan dan proyek yang telah ditetapkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka 
menjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang semua 
dananya tercantum dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan 
alat untuk membatas ruang gerak pemerintah atau mengarahkan semua 
kegiatan pemerintah dan oleh karena itu semua pengeluaran (belanja) 
pemerintah tidak boleh melebihi atau tidak boleh diatas Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
b. Fungsi Manajerial. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
merupakan suatu rencana komprehensif yang dituangkan dalam nilai mata 
uang rupiah. 
c. Fungsi Kebijakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
merupakan kumpulan aneka kebijakan dan aktivitas strategis suatu bangsa 
yang akan berlangsung setahun kemudian. 
 Menurut Nafarin (2004:20) fungsi anggaran antara lain : 
a. Fungsi perencanaan  
Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang menuntut pemikiran teliti, 
karena anggaran memberikan gambaran yang lebih jelas atau nyata dalam unit 
dan uang. 
b. Fungsi pelaksanaan  
Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga 
pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan. Apabila 
salah satu bagian atau departemen tidak melaksanakan tugas sesuai dengan 
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yang direncanakan, maka bagian lain juga tidak dapat melaksanakan tugas 
secara selaras, terarah dan terkoordinasi sesuai dengan yang direncanakan atau 
yang telah ditetapkan dalam anggaran. 
c. Fungsi pengawasan  
Anggaran merupakan alat pengendalian atau pengawasan. Pengawasan berarti 
melakukan evaluasi (menilai) atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara : 
1. Membandingkan realisasi dengan rencana dan  
2. Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu atau jika ada 
penyimpangan yang merugikan  
 
 
2.2.4 Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik.  
Lain halnya dengan pembagian anggaran sektor swasta, sektor public 
memiliki 2 (dua) jenis anggaran menurut Mardiasmo (2002:66) yaitu : 
a. Anggaran operasional (operation/recurrent budget) 
Anggaran ini digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari 
dalam menjalankan pemerintahan. Anggaran pemerintah yang dapat 
dikategorikan dalam jenis ini adalah “Belanja Rutin”. Disebut rutin 
karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahunnya. 
b. Anggaran Modal atau lnvestigasi (capital/Investment budget) 
Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan 
atas aktivitas tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan 
sebagainya. Belanja Investasi Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya 
cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau 
kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin 
untuk biaya operasional dan pemeliharaan. 
 
 
2.2.5 Sistem-sistem Anggaran Pemerintah 
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Di dalam setiap negara memiliki sistem yang  berbeda-beda dalam 
penyusunan anggarannya. Meskipun terdapat perbedaan tetapi pada dasarnya 
dalam penyusunan anggaran terdapat aspek yang sama yaitu perencanaan, 
pengelolahan, pelaksanaan dan aspek pertanggung jawaban. Dalam bukunya 
Baswir (1999:27) menjelaskan tiga sistem yang pada saat ini sering  diterapkan 
dalam organisasi pemerintah dalam penyusunan anggaran, yaitu : 
a. Sistem anggaran tradisional (line-item budgeting), sering juga dikenal 
dengan sistem anggaran berdasarkan objek pengeluaran. Titik berat 
perhatian pada sistem ini terletak pada segi pelaksanaan dan pengawasan 
pelaksanaan anggaran. Sistem anggaran tradisional pada dasarnya lebih 
menekankan pada segi administrasi, antara lain: 
1. Penyusunan anggaran, yaitu pembuatan perkiraan penerimaan dan 
pengeluaran negara sesuai dengan masing-masing jenisnya. 
2. Pengesahan oleh lembaga yang berwenang.  
3. Pembelanjaan, yaitu pelaksanaan anggran yang ditandai dengan 
diajukannya surat permintaan membayar kepada negara melalui kantor 
pembayaran. 
4. Pembuatan laporan, yaitu pencatatan realisasi penerimaan dan 
pengeluaran oleh bendaharawan di dalam pembukuannya, dan 
5. Pertanggung-jawaban, kas, yaitu peranggung jawaban realisasi 
pengeluaran. Dalam hal ini setiap pengeluaran identik dengan biaya. 
Meskipun sistem anggaran tradisional telah banyak mendapatkan 
kritikan, tetapi karena pengelolahan dan pelaksanaannya yang 
sederhana sistem ini masih banyak digunakan sampai saat ini. 
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b. Sistem anggaran kinerja (performance budgeting system) merupakan 
penyempurnaan dari sistem anggaran tradisional yang dikembangkan pada 
tahun 1951 oleh Amerika Serikat (Baswir, 1999:29). Meskipun sistem ini 
lebih baik dari system anggaran tradisional namun penerapannya masih 
sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor (Baswir,1999:29). 
Antara lain : 
1. Terbatasnya tenaga ahli dalam bidang anggaran dan akuntansinya 
yang dimiliki oleh berbagai pemerintah, 
2. Kegiatan dan jasa pemerintah pada umumnya tidak dapat segera 
diukur dalam pengertian per unit output maupun biaya per unit; dan 
3. Klasifikasi rekening pemerintah pada umumnya dibuat berdasarkan 
klasifikasi anggaran, tidak berdasarkan klasifikasi akuntansi biaya. 
Hal yang terakhir menyebabkan proses pengolahan data menjadi 
sangat sulit atau bahkan menjadi tidak mungkin. 
c. Sistem anggaran program (planning programming budgeting system) 
merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari system anggaran kinerja dan 
mulai diterapkan pada tahun 1965. Sesuai dengan namanya 
penyelenggaraan sistem ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut ; 
1. Perencanaan 
2. Penyusunan program 
3. Penyusunan anggaran 
4. Pengendalian yang meliputi pengawasan dan penilaian, baik terhadap 
pelaksanaan program maupun pelaksanaan anggarannya. 
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Satu hal yang perlu diingat, pada sistem anggaran program permisahan 
anggaran kedalam dua komponen penerimaan dan pengeluaran tidak lagi 
dilakukan. Pemilahan dalam sistem ini dilakukan berdasarkan pendekatan 
program. Di dalam penerapannya sistem anggaran tradisional merupakan 
sistem anggaran yang banyak digunakan, meskipun sistem ini memiliki 
banyak kelemahan bila dibandingkan dengan sistem anggaran kinrrja dan 
sistem anggaran program. 
 
2.2.6 Penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 
Menurut Permendagri No 13 tahun 2006, Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah 
yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan yang dibahas dan 
disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 
a. Struktur APBD 
Stuktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari       
(Bratakusuma dkk 2004) : 
1. Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok 
pendapatan dan 
.
jenis pendapatan. Kelompok pendapatan meliputi 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan 
yang sah. Jenis pendapatan misalnya pajak daerah, Retribusi Daerah, 
Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. 
2. Belanja Daerah. Belanja Daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, 
dan Jenis Belanja. Yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi 
adalah suatu kesatuaun pengguna anggaran seperti DPRD dan 
sekretariat DPRD, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, 
Sekretariat Daerah, serta Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah 
lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-
fungsi lainnya. Jenis belanja maksudnya adalah belanja pegawai, 
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belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan 
belanja modal pembangunan.  
3. Pembiayaan. Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan. 
Sumbersumber. pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah 
antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, 
penerimann pinjaman dan obligasi serta penerimaan dari penjualan 
asset daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan 
pengeluaran antara lain seperti pembayaran hutang pokok. 
 
Yang dimaksud dari satu kesatuan dalam hal ini adalah bahwa 
dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis 
belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya. 
Selisih lebih pendapatan Daerah terhadap belanja daerah disebut 
surplus anggaran. Sedangkan selisih kurang pendapatan daerah terhadap 
belanja daerah disebut defisit anggaran. 
APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja memuat 
(Bratakusuma dkk,2004) yaitu: 
a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja. 
b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen 
kegiatan yang bersangkutan. Pengembangan standar pelayanan dapat 
dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara 
berkesinambungan. 
c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, 
belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal atau pembangunan. 
Uraian tersebut merupakan indikator atau sasaran kinerja Pemerintah 
daerah yang menjadi acuan laporan Pertanggungjawaban tentang kinerja 
Daerah. 
 
 
2.2.7 Keterlibatan Pemerintah dalam Penyusunan APBD 
 
Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama 
sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD. Dimana kebijakan 
umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 
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tahun. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD itu, pemerintah Daerah 
menyusun strategi dan priorotas APBD. Sedangkan berdasarkan strategi dan 
prioritas APBD dan dengan mempertimbangkan kondiai ekonomi dan keuangan 
Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD. 
Proses Penetapannya, Kepala Daerah menyampaikan rancangan APBD 
kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Bila rancangan APBD tidak 
disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan 
APBD tersebut dan harus disampaikan kembali kepada DPRD. Apabila 
rancangan APBD tersebut tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah 
menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan 
Daerah. 
Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan : 
(1) Kebijaaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat 
starategis. 
(2) Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang 
ditetapkan. 
Partisipasi anggaran menurut Darlis (2005) adalah tingkat seberapa 
jauh keterlibatan dan pengaruh individu (manajer) didalam menentukan dan 
menyusun anggaran yang ada dalam divisi atau bagiannya, baik secara 
periodik maupun tahunan.  
Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya bagi aparat pemerintah 
daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan 
pengatruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran mereka.  
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Partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat menghasilkan informasi 
yang lebih baik, karena partisipasi bawahan dalam proses penganggaran akan 
memberikan kesempatan kepada atasan untuk mendapatkan akses informasi 
local yang dimiliki bawahan. Tetapi selain memiliki banyak kelebihan, 
partisipasi anggaran juga memiliki kekurangan. Hansen dan Mowen (2002) 
menemukan adanya partisipasi semu (pseudoparticipation) yaitu kelihatannya 
ada partisipasi, tetapi pada kenyataannya tidak berpartisipasi. Partisipasi 
semu ini terjadi apabila pimpinan tingkat atas memegang kendali total atas 
proses penyusunan anggaran dan mencari dukungan partisipasi bawahannya, 
bawahan tidak dapat memberikan pendapat mereka dan atasan hanya berusaha 
mendapatkan penerimaan formal dari bawahannya atas anggaran yang 
disusun. 
 
2.3       Partisipasi Anggaran 
2.3.1 Pengertian Partisipasi Anggaran 
Secara umum sistem manajemen tradisional yang diterapkan khususnya 
pada penganggaran, pihak-pihak yang diberikan wewenang dalam penyususnan 
anggaran hanyalah sebagai pihak pelaksana anggaran. Tempat seiring 
berkembangnya dunia dalam organisasi maka system penganggaran tradisional 
semakin tergeser dengan system yang baru menurut Alim (2003) peganggaran 
terbagi dua yaitu  penganggaran bottom-up (partisipasi) dan penganggaran top-
down. Penganggaran partisipatif merupakan proses penyusunan anggaran yang 
mana memberikan izin kepada manejer dengan level lebih rendah ikut 
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berpartisipasi secara siginifikan dalam penyusunan anggaran. Sedangkan dalam 
penganggaran top-down proses penyusunan anggaran tidak melibatkan manajer 
pada level secara signifikan.  
Keikutsertaan dalam penyusunan anggaran disebut dengan partisipasi. 
Salah satu fungsi dari partisipasi penganggaran adalah sebagai sarana 
komunikasi antara bawahan dan atasan. Partisipasi dalam penyusunan anggaran 
dapat menghasilkan informasi yang lebih baik, karena partisipasi bawahan 
dalam proses penganggaran akan memberikan informasi kesempatan kepada 
atasan untuk mendapatkan akses informasi tokoh yang dimiliki bawahan. 
Siegel dan Marconi dalam Winaldy (2006) mendefinisikan partisipatif 
anggaran adalah keterlibatan manajer dalam penyusunan anggaran tersebut 
pada pusat pertanggungjawaban manajer yang bersangkutan. Dalam hal ini para 
manajer diberikan hak dalam penyampaian usulannya tentang anggaran yang 
diperlukan oleh unsurnya ataupun pihak yang dipimpinnya. 
Dari beberapa pengertian mengenai partisipatif anggaran maka penulis 
dapat menyimpulkan bahwa partisipatif anggaran merupakan suatu kebijakan 
yang diterapkan oleh suatu organisasi dalam penyusunan anggarannya yang 
melihatkan manajer pada level yang lebih rendah untuk membuat anggaran 
pada departemen yang dipimpinnya, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai 
dengan baik. 
 
2.3.2   Dampak Positif partisipasi Anggaran 
Hansen dan Mowen (2002:373) menyataknn bahwa penganggaran 
partisipatif memberikan izin kepada kepada manajer pada level yang lebih 
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rendah untuk menyusun anggaramnya. Ini berarti para manajer pada level yang 
lebih rendah dapat menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-
masing, yang kemudian setiap anggaran yang dibuat oleh setiap manajer pada 
level yang lebih rendah akan dikomunikasikan kepada manajer yang levelnya 
lebih tinggi, yang kemudian anggaran ini akan membantu dalam pengembangan 
anggaran yang akan bertujuan untuk mencapai ataupun memenuhi tujuan 
tersebut. 
Govindarajan dalam Jefry (2003) menjelaskan bahwa partisipasi 
anggaran memiliki pengaruh positif untuk memotivasi manajer, yaitu adanya 
kecendenrngan lebih besar dari bawahan untuk menerima target anggaran bila 
mereka turut memegang kendali daripada anggaran tersebut ditetapkan secara 
sepihak. Hal ini akan mendorong bawahan untuk terikat pada komitmen yang 
lebih tinggi untuk mencapai kinerja. 
Terdapat dari dampak positif partisipatif manajer tingkat menengah dan 
tingkat bawah dalam penyusunan anggaran antara lain : 
a. Pertama, Proses partisipatif mengurangi asimetris informasi dalam 
organisasi. Dengan demikian, memungkinkan manajer tingkat atas 
mempunyai pengertian dalam masalah lingkungan dan teknologi 
manajer tingkat bawah yang mempunyai pengetahuan yang lebih khusus 
b.  Kedua, proses partisipasi bisa menghasilkan komitmen yang lebih 
besar oleh manajer tingkat bawah untuk melaksanakan rencana 
anggaran dan memenuhi anggaran (Welsch dkk, 1996:98)  
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2.4 Senjangan Anggaran 
Dalam metode penyusunan anggaran bottom-up (partisipasi) manajer 
level bawah dan manajer level menengah memiliki keterlibatan secara langsung 
bila dibandingkan dengan manajer level atas. Hal ini menunjukkan bahwa besar 
kemungkinan manajer yang terlihat dalam penyusunan anggaran tersebut akan 
membawa kepentingan masing-masing. Seperti yang dinyatakan oleh Young 
dan Merchant dalam Falichatun (2007) bahwa informasi yang bias yang 
disampaikan oleh manajer level bawah akan menyebabkan adanya senjangan 
anggaran (budgetary slack). 
Menurut Young dalam Falichatun (2007) senjangan anggaran merupakan 
tindakan bawahan yang mengecilkan kapabilitas produktititasnya ketika diberi 
kesempatan untuk menentukan standar kerjanya. Sedangkan Govindarajan 
dalam Darlis (2001) mendefinisikan senjangan anggaran sebagai perbedaan antara 
anggaran yang dilaporkan dengan anggaran yang sesuai dengan estimasi terbaik 
perusahaan. Sedangkan menurut Chow et al dalam Fitri (2004) senjangan 
anggaran merupakan perbedaan antara kinerja yang diharapkan dengan yang 
dilaporkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa senjangan anggaran adalah tindakan 
yang dilakukan bawahan untuk mengecilkan kapasitas produktifitasnya dalam 
anggaran yang disusunnya, sehingga ada ketidak sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya sehingga tidak terciptanya suatu anggaran yang lebih objektif dan 
maksimal. 
Hansen dan Mowen (2002:374) mengatakan bahwa senjangan atau slack 
anggaran (padding the budget) timbul bila manajer sengaja menetapkan terlalu 
rendah pendapatan atau terlalu tinggi biaya. Hal ini tentu saja memberikan 
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keuntungan kepada manajer tersebut, karena hal ini akan mengakibatkan tingginya 
kemungkinan manajer untuk mencapai anggaran yang dibuat, dan juga manajer 
akan terhindar dari risiko yang akan dihadapinya, sehingga prestasi manajer 
tersebut akan meningkat karena tercapainya target yang dianggarkan.  
Eisenhardt dan Stevens dalam Fitri (2004) menyebutkan empat kondisi 
penting sehingga senjangan anggaran dapat terjadi; pertama. terdapat informasi 
asimetri antara manajer (bawahan) dengan atasan mereka; kedua, kinerja manajer 
tidak pasti. Jika terdapat kepastian dalam kinerja, maka artinya atasan dapat 
menduga usaha manajer melalui output mereka, sehingga senjangan anggaran sulit 
untuk dilakukan. ketiga, manajer mempunyai kepentingan pribadi. Keempat, 
adanya konflik tujuan antara manajer dengan atasan mereka. Selanjutnya 
Onsi, Merchant, dan Dunk dalam Fitri (2001) menyatakan kondisi yang 
kelima yaitu pentingnya peranan manajer dalam partisipasinya terhadap 
proses penganggaran. Bagi perusahaan yang memberlakukan reward kepada 
bawahan atas prestasi pencapaian anggaran, maka bawahan cenderung 
memberikan informasi yang bias agar mudah mencapainya sehingga 
kinerjanya dinilai baik oleh atasan. Selain menimbulkan senjangan anggaran 
hal ini juga dapat menimbulkan ataupun menyebabkan sumber daya yang 
tidak perlu menjasi terikat, padahal dapat dimanfaatkan di tempat lain. 
Schiff dan Lewin dalam Yuwono (1999) menyatakan bahwa bawahan 
berusaha menciptakan senjangan anggaran dengan melaporkan pendapatan 
yang terlalu rendah (understated) atau biaya yang terlalu tinggi (overstated). 
Sedangkan Darlis (2001) menyatakan bahwa bawahan berusahaa membuat 
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senjangnn anggaran dengan menentukan penerimaan yang lebih rendah dan 
menganggarkan biaya yang lebih tinggi dari kemampuan yang sesungguhnya. 
Tujuannya adalah agar target mudah dicapai oleh bawahan. 
Menurut Hansen dan Mowen (2002:374) senjangan anggaran dapat 
dihilangkan bila manajemem puncak menentukan anggaran beban yang lebih 
rendah; namun manfaat yang diperoleh dari metode partisipatif jauh melebihi 
yang berkaitan dengan senjangan anggaran. Hal ini berarti bahwa manajer 
puncak tidak hanya mengesahkan anggaran yang dibuat, tetapi juga harus 
berpartisipasi aktif dalam penyusunan anggaran tersebut. Salah satu caranya 
adalah dengan memeriksa kembali anggaran yang telah disusun oleh bawahan 
secara seksama dan memberikan masukan kepada bawahan bila diperlukan, 
sehingga senjangan anggaran bisa diminimumkan. 
 
2.5   Komitmen Organisasi 
Komitmen merupakan sikap seseorang yang menunjukkan kesetiaan atau 
loyalitas terhadap sesuatu hal. Dalam hal ini komitmen yang difokuskan adalah 
komitmen pada organisasi. Allen Mayer dalam Ghozali (2002) mengemukakan 
tiga konsep komitmen, yaitu affective attachment dapat diartikan sebagai 
kekuatan relatif individu untuk mengidentifikasikan dirinya dan melibatkan 
dirinya pada organisasi tertentu, perceived cost dapat diartikan sebagai 
komitmen akan dimiliki oleh seseorang jika ia merasa memperoleh keuntungan 
dari suatu aktivitas tertentu dan akan dihenti jika terjadi biaya, dan obligation 
dapat diartikan sebagai komitmen yang dimiliki oleh seseorang sebatas 
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pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan kepadanya tanpa memiliki 
keinginan untuk melakukan inovasi diluar tanggungjawabnya. 
Menurut Zajac dan Rendall dalam Supriyono (2005) menyatakan 
komitmen organisasi (organizational commithment) adalah ikatan keterikatan 
individu dengan organisasi sehingga individu merasa memiliki organisasinya. 
Aranya et. al dalam Winaldy (2006) mengungkapkan bahwa komitmen 
adalah: 
a. Kepercayaan dan pengakuan terhadap sasaran dan nilai dari organisasi atau 
profesi.  
b. Kemampuan untuk mencari upaya yang tepat bagi  organisasi atau profesi, 
dan  
c. Hasrat untuk memelihara keutuhan keanggotaan dalam organisasi atau 
profesi. 
Menurut Pinem (2005:10) komitmen organisasi adalah sejauh mana 
seseorang mengidentifikasikan diri sendiri secara positif dengan organisasi. 
Robbins (2003:164) mendefinisikan komitmcn organisasional sebagai 
sebuah keadaan dimana seseorang karyawan memihak pada suatu organisasi 
tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaannya di 
dalam organisasi tersebut. 
Dilihat dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para penulis buku 
dan peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa komitmen organisasional 
merupakan suatu sikap loyal yang dimiliki oleh seseorang karyawan terhadap 
organisasi dimana dia bekerja yang ditunjukkan dengan keinginannya dalam 
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memberikan yang terbaik bagi organisasi dan juga selalu berusaha menjaga 
keanggotaannya di dalam organisasi tersebut. 
Komitmen organisasi yang diduga mempunyai hubungan dalam dalam 
peningkatan kinerja manajer adalah komitmen affective (Mathieu dan Zajac. 
1990; Rendall dalam Supriyono (2005). Komitmen affective disifati oleh; (a) 
kepercayaan yang kuat terhadap penerimaan tujuan-tujuan dan nilai- nilai 
organisasi, (b) keinginan untuk melaksanakan usaha-usaha dengan baik yang 
dipertimbangkan dapat bermanfaat bagi kepentingan organisasi. 
Komitmen organisasi menunjukkan kekuatan relatif untuk berpihak dan 
terlihat dalam organisasi, keinginan untuk berusaha sekuat tenaga untuk 
organisasi, termasuk juga keinginan untuk bertaham dalam organisasi. Dapat 
diambil kesimpulan bahwa komitmen organisasi merupakan orientasi individu 
terhadap organsiasi dalam hal loyalitas, identifikasi, dan keterlibatan. 
Menurut Pinem (2005:11) komitmen organisasi para anggota terbentuk 
karena berbgai pengaruh baik dari intern maupun eksterrn. Pihak ekstern pada 
umumnya oleh orang tua, guru, dan rekan-rekan. Orang tua pada umumnya 
memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan sikap seseorang 
(orang tua sebagai model dalam pembentukan sikap seseorang. 
Buchanan dalam Sardjito dan Muthaher (2007) mendefinisikan : 
Komitmen adalah sebagai penerimaan karyawan atas nilai-nilai organisasi 
(identification), keterlibatan secara psikologis (psychological) immersion, 
dan loyalitas (affection attabhement). 
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Seorang guru merupakan pihak eksternal yang kedua yang sangat mempunyai 
pengaruh dalam pembentukan sikap seseorang. Guru yang baik adalah seseorang 
yang akan menanamkan sikap positif dalam diri anak didiknya. Rekan-rekan 
seseorang ataupun sering disebut dengan teman juga turut mempengaruhi kehidupan 
seseorang. Misalnya saja, jika yang rekan yang dimiliki oleh sesorang individu yang 
memiliki sikap yang positif terhadap organisasi tempat dia bekerja, maka besar 
kemungkinan ia akan bersifat yang sama dengan rekannya tersebut. Namun tidak 
tertutup kemungkinan akan terjadi hal yang sebaliknya. 
Selain secara eksternal komitmen seseorang juga ditentukan oleh dirinya 
sendiri. Kemampuan berfikir, memilih dan berbagi merupakan factor lain dalam 
mempengaruhi sikap seseorang dalam penentuan komitmennya pada organiasi. 
2.6 Informasi Asimetri 
lnfornmsi asimetri adalah suatu kondisi apabila atasan tidak memiliki 
informasi yang cukup mengenai kinerja bawahan (agen) sehingga atasan tidak 
dapat menentukan kontribusi bawahan terhadap hasil aktual perusahaan. 
Anthony dan Govindarajan dalam Falichatun (2007) mengatakan bahwa 
informasi asimetri muncul dalam teori keagaam (agency theory), yakni 
principle (pemilik atau atasan) memberi wewenang kepada agen (bawahan) 
untuk mengatur, perusahaan yang dimiliki. 
Dunk dalam Fitri (2004) mendefinisikan informasi asimetri sebagai suatu 
keadaan apabila infornaasi yang dimiliki oleh bawahan melebihi inf'ormasi yang 
dimiliki atasannya, termasuk lokal maupun informasi pribadi. 
Shields dan Young dalam Falichatun (2007) mengemukakan beberapa 
kondisi perusahaan yang kemungkinan besar timbulnya informasi asimetri, yaitu 
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: perusahaan yang sangat besar, mempunyai penebaran secara geografis, 
memiliki produk yang berabagam dan membutuhkan teknologi. Kemudian 
Welsch et. al dalam Fitri (2004) mengemukakan dengan adanya partisipasi 
anggaran dari manajer tingkat menengah dan bawah dalam proses pembuatan 
anggaran, mempunyai dampak yang bermanfaat paling tidak dalam dua hal. 
Pertama, proses partisipasi mengurangi informasi asimetri dalam organisasi, 
dengan demikian membantu manajer tingkat atas mendapatkan informasi 
mengenai masalah lingkungan dan teknologi. Kedua, proses partisipasi dapat 
menghasilkan komitmen yang lebih besar dari manajer tingkat bawah untuk 
melaksanakan rencana anggaran dan memenuhi anggaran. Pemimpin atas, 
sebagai prinsipal dalam teori keagenan internal berusaha memperolch informasi 
lokal yang dimiliki oleh para manajer bawah, sehingga diharapkan dapat 
mengurangi informasi asimetri (Magee, Baiman, Baiman dan Evans, Dunk,dalam 
Supriyono, 2005). Tetapi informasi asimetri akan tetap terjadi jika bawahan 
tidak menyampaikan informasi keputusan atasan karena alasan tertentu 
(Cristensen, Pope, Merchant,  Young, dalam Supriyono:2005). 
Dalam hal menjalankan kegiatan organisasi baik milik pemerintah 
maupun milik swasta harus sesuai dengan syariat dan ketentuan-ketentuan di 
dalam islam seperti Firman Allah Surah Annisa ayat 13 : 
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Artinya : (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. 
barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah 
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memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-
sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan 
yang besar. 
 
 Berdasarkan ayat diatas juga memiliki ketentuan-ketentuan atau landasan, 
jadi setiap perusahaan dalam memperlancar dan menjalankan usahanya harus 
mengikuti ketentuan-ketentuan dan syariat islam  
Surah Ali Imran ayat 159 : 
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Artinya :  Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 
apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 
kepada-Nya. 
  
Ayat diatas menerangkan bahwa bermusyawarahlah dalam mengambil 
keputusan, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan anggaran, manajer 
harus bermusyawarah dulu kepada karyawan, agar karyawan dapat berpartisipasi 
dalam penyusunan anggaran atau dalam dalam pengambilan keputusan. 
2.7 Kerangka Teori 
2.7.1 Pengaruh partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran 
 36
Partisipasi anggaran (bottom-up) adalah suatu metode yang diterapkan 
dalam penyusunan anggaran dengan melibatkan manajer level menengah dan 
manajer level bawah dalam masing-masing divisi yang dipimpinnya. Partisipasi 
anggaran ini muncul ketika adanya teori agency dan memberikan wewenang 
kepada orang lain dalam mengatur ataupun mengeloa perusahaannya. Partisipasi 
anggaran diterapkan agar terciptanya suatu anggaran yang lebih objektif dan 
scsuai dengan apa yang dibutuhkan oleh setiap divisi. 
Partisipasi anggaran merupakan suatu kebijakan yang diharapkan akan 
menghasilkan suatu team work yang baik dimana sesuai dengan apa yang 
dikatakan oleh Darlis (2002) bahwa partisipasi anggaran akan meningkatkan 
kebersamaan, menumbuhkan rasa memiliki, inisiatif untuk menyumbangkan ide 
dan keputusan yang dihasilkan dapat diterima. Dalam partisipasi anggaran juga 
diharapkan adanya penyelarasan antara tujuan individu terhadap tujuan 
organisasi, dengan kata lain partisipasi akan meningkatkan kinerja organisasi. 
Partisipasi anggaran diharapkan akan memberikan kekuasan kepada 
manajer dalam hal pemberitahuan kondisi lingkungan perusahaan yang dihdapi 
oleh organisasi. Informasi mengenai kondisi lingkungan yang dihadapi ataupun 
yang akan dihadapi oleh organisasi akan memberikan kepastian mengnai 
keadaan organisasi sceara objektif. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan 
oleh Baiman dan Dunk dalam Falichatun (2007), bahwa partisipasi anggaran 
akan cenderung mengurangi senjangan anggaran (budgetary slack) 
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan partisipasi anggaran 
masih juga terdapat penyalahgunaan wewenang yang pada akhirnya tidak 
memberikan informasi yang sesungguhnya mengenai kondisi yang dihadapi 
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ataupun yang akan dihadapi oleh organisasi. Penyalahgunaan hak dalam 
penyusunan anggaran adanya senjangan anggaran (Budgetary slack). Senjangan 
anggaran merupakan suatu akibat yang muncul karena pihak manajer level 
bawah memberikan anggaran dengan standar yang cukup tinggi ataupun cukup 
rendah, atau dengan kata lain tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya 
atau tidak objektif (Hansen dan Mowen, 2002:397). 
Schiff dan Lewin (1970) didalam Falichatun menyatakan bahwa 
bawahan menciptakan senjangan anggaran dikarenakan keinginan dan 
kepentingan pribadi sehingga akan mempermudah pencapaian target anggaran 
kinerja berdasarkan pencapaian anggaran. 
Penelitian tentang pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan 
anggaran telah banyak dilakukan namun hasilnya yang ditemukan tidaklah 
konsisten. Misalnya saja Camman, Dunk, Onsi dalam Falichatum (2007) dan 
Fitri (2004) menemukan bahwa partisipasi anggaran memiliki pengaruh 
negative terhadap timbulnya senjangan anggaran atau dengan kata lain jika 
partisipasi anggaran meningkat maka senjangan anggaran akan semakin rendah. 
Lain halnya dengan hasil penelitian diatas Young dalam darlis (2002), 
Yuwono dalam Falichatun (2007), Winaldy dan Falichatun (2007) menemukan 
bahwa partisipasi anggaran memiliki pengaruh positif terhadap timbulnya 
senjangan anggaran, dimana semakin tinggi partisipasi anggaran maka akan 
semakin tinggi senjangan anggaran yang ditimbulkan. 
2.7.2 Pengaruh Komitmen Organisasi dengan Partisipasi Anggaran 
terhadap Senjangan Anggaran. 
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Partisipasi anggaran merupakan suatu hal yang seharusnya dilakukan 
oleh setiap organisasi, karena disini diminta keikutsertaan bawahan dalam 
penyusunan anggaan. Informasi yang tepat merupakan tujuan yang diharapkan 
organisasi, dimana informasi ini pasti akan membantu organisasi dalam 
pencapaian tujuan organisasi. Seorang karyawan yang memiliki loyalitas 
ataupun keterikatan yang kuat terhadap organisasi dimana ia bekerja pastilah 
akan memberikan informasi yang tepat, diman akan terjadinya suatu 
keharmonisan antara tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Menurut Baiman 
dalam Darlis (2002), bawahan yang ikut berpartisipasi akan terdorong untuk 
membantu atasannya dengan memberikan informasi yang dimilikinya sehingga 
anggaran yang disusun lebih akurat. 
Hal sebaliknya mungkin saja dapat terjadi, ketika seorang karyawan lebih 
mementingkan tujuan individunya daripada tujuan organisasi maka dia tidak 
akan memberikan informasi yang sebenarnya. Seperti dalam penelitian Young 
(1985) dalam Darlis (2002) ditemukan untuk menghindari risiko kegagalan 
dalam pencapaian sasaran anggaran (tujuan individu) bawahan berusaha untuk 
tidak memberikan informasinya kepada atasannya. 
Komitmen merupakan sikap seseorang yang menunjukkan kesetiaan dan 
loyalitas terhadap sesuatu hal. Dalam hal ini komitmen yang difokuskan adalah 
komitmen pada organisasi. Jika melihat hubungan antara partisipasi anggaran, 
komitmen organisasi, dan senjangan anggaran, maka adanya pandangan yang 
berbeda-beda yang disimpulkan. Nourin dan Parker dalam Fitri (2004) 
mengungkapakan bahwa peningkatan komitmen organisasi dan partisipasi 
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anggaran dari bawahan akan mengurangi masalah keagenan yang terdapat dalam 
proses penganggaran. 
Menurut Yuwono (1999) jika karyawan memiliki komitmen organsasi 
yang rendah, maka partisipasi anggaran akan memberikan peluang untuk 
menciptakan senjangan anggaran. Darlis (2001) mengatakan bahwa peningkatan 
atau penurunan senjangan anggaran tergantung pada sejauh mana individu lebih 
mementingkan diri sendiri atau bekerja demi kepentingan organisasi. Hal ini 
merupakan aktualisasi dari komitmen yang dimiliki oleh karyawan. 
Darlis dan Yuwono dalam Winaldy (2006) menemukan bahwa tidak 
adanya hubungan antara komitmen organisasi terhadap pengaruh partisipusi 
anggaran dengan timbulnya senjangan anggaran. Tetapi Nourin dan Parker dalam 
Fitri (2004) dan Winaldy (2006) menemukan dalam penelitiannya bahwa 
komitmen memiliki hubungan terhadap partisipasi antara anggaran dan 
senjangan anggaran. Sama halnya dengan partisipsi anggaran dan senjangan 
anggaran hasil penelitiannyapun berbeda-beda. 
2.7.3 Pengaruh Informasi Asimetri dengan Partisipasi anggaran terhadap 
Senjangan Anggaran 
Informasi asimetri adalah suatu kondisi apabila atasan tidak memiliki 
informasi yang cukup mengenai kinerja bawahan (agen) sehingga atasan tidak 
dapat menentukan kontribusi bawahan terhadap hasil aktual perusahaan. 
Anthony dan Govindarajan dalam Falichatun (2007) mengatakan bahwa kondisi 
inferamsi asimetri muncul dalam teori keagenan (agency theory), yaitu bahwa 
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atasan memberikan wewenang kepada bawahan (agen) dalam mengurus 
perusahaannya. 
Dunk dalam Fitri (2004) mendefiniskan bahwa informasi asimetri sebagai 
suatu keadaan apabila informasi yang dimiliki bawahan melebihi informasi yang 
dimiliki atasannya, termasuk lokal maupun pribadi. Partisipasi anggaran 
dilakukan agar tidak terdapat informasi yang samar mengenai kondisi organisasi. 
Dalam organisasi yang besar yang memiliki banyak divisi ataupun 
subdivisi bukanlah hal yang mudah bagi top manajernya dalam mengetahui 
kondisi lingkungan secara menyeluruh, oleh karena itu dibutuhkan keikutsertaan 
bawahan dalam penyusunan anggaran yang mana diharapkan bawahan dapat 
memberikan inforrnasi yang benar dan tepat. 
Kurangnya informasi yang dimiliki oleh Top Manajer akan berakibat buruk 
bagi top manajer dalam penentuan keputusan karena ketika terjadi informasi 
asimetri mungkin saja akan terjadi misunderstanding menurut Fitri (2004). 
Informasi asimetri timbul ketika adanya ketidakseimbangan antara tujuan 
dindividu dengan tujuan organisasi. Ketika kedudukan tujuan individu lebih tinggi 
daripada tujuan organisasi maka informasi asimetri akan semakin tinggi. 
Hak ataupun wewenang yang dimiliki oleh bawahan akan memberikan 
kesempatan yang besar bagi mereka dalam memperoleh informasi yang begitu 
baik dan akurat. Ketidak selarasan tujuan individu dan organisasi dapat 
mengurangi komitmen bawahan terhadap organisasi sehingga mereka dapat 
menahan ataupun tidak membagikan informasi yang akurat kepada atasannya 
(Nourin dan Parker dalam Fitri (2004). 
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BAB III 
METODELOGI PENELITIAN 
Hubungan antara partisipasi anggaran (variable independen), komitemen 
organiasi dan informasi asimetri (Variabel Moderating) dan senjangan anggaran 
(variable dependen) yang digunakan dalam penelitian ini dgambarkan dalam 
model penelitian sebagai berikut : 
Gambar 3.1 Metode Penelitian: 
Variabel  independent  moderating  variabel dependen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Hipotesis 
Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai 
berikut : 
H1  : Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran (budgetary 
slack)
  
H2  : Komitemen organiasi berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi 
anggaran dengan senjangan anggaran atau (budgetary slack)
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H3  : Informasi asimeteri berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi 
anggaran dengan senjangan anggaran atau (budgetary slack)
 
  
 
3.2 Metode Penelitian  
3.2.1 Populasi, Sampel Penelitian 
Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang dapat kita gunakan 
untuk membuat beberapa kesimpulan, sedangkan elemen adalah subjek 
dimana pengukuran tersebut dilakukan. Menurut Sekaran (2000) populasi 
mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau sesuatu yang 
menarik untuk diteliti yang peneliti berminat untuk menyelidikinya. 
Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas-dinas yang ada di 
Pemerintah Tingkat II Pekanbaru. 
Sampel adalah sekumpulan unit observasi (sebagai elemen populasi) 
yang diperoleh karena adanya sampling. Sampel penelitian diambil dari 
seluruh jumlah populasi pejabat Eselon III dan Eselon IV yang ada di dinas 
Pemerintah Pekanbaru. 
Alasan dipilihnya pejabat Eselon III dan Eselon IV karena mereka 
menduduki jabatan teknis dan memiliki peranan yang besar terhadao pekerjaan 
di lapangan, dimana mereka berhubungan dan terjun langsung dalam pekerjaan 
teknis di lapangan. Dampaknya, mereka memahami permasalahan di lapangan 
dan mengetahui lebih akurat mengenai anggaran yang dibutuhkan dalam 
operasional kerja. 
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Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dimana peneliti 
menemui langsung responden untuk menyebarkan dan memberikan kuesioner. 
Sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah purposive sampling.  
Teknik pengambilan sampel purposive sampling adalah pengambilan 
sampel dengan pertimbangan tertentu (Akhmad, 2002) jenis metode ini 
termasuk dalam metode penarikan sampel non probalility sampling yaitu 
metode pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan 
yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel 
(Akhmad, 2002). Hanya elemen populasi yang memenuhi criteria tertentu dari 
penelitian saja yang bias dijadikan sampel penelitian. 
Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yakni, pejabat 
eselon III dan eselon IV yang ada di masing-masing dinas pada kantor Dinas 
Pemerintahan Tingkat II Pekanbaru. 
Tabel 3.2. Daftar Nama-Nama Dinas Dan Jumlah Responden 
No  Nama Dinas Responden 
1 Dinas Pendidikan 3 
2 Dinas Peternakan 3 
3 Dinas Pertanian 3 
4 Dinas Perikanan dan Kelautan 3 
5 Dinas Sosial 3 
6 Dinas Kesehatan 3 
7 Dinas Kehutanan 3 
8 Dinas Perhubungan 3 
9 Dinas Pendapatan Daerah 3 
10 Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan 
Data Elektronik 
3 
11 Dinas Pemadam Kebakaran 3 
12 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3 
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13 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 
Kependudukan 
3 
14 Dinas Pemuda dan Olahraga  3 
15 Dinas Kebersihan 3 
16 Dinas Pertambangan dan Energi 3 
17 Dinas Perkebunan  3 
18 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura 3 
19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 
20 Dinas Koperasi dan UKM 3 
 Jumlah  60 
 
 
3.2.2 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang 
menunjukkan opini, sikap, pengalaman, dan karakteristik subjek penelitian 
secara individu atau secara kelompok yang menjadi subjek penelitian 
(responden) (Indriantoro dan Supomo, 2002 :152). 
Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 
langsung dari responden melalui kuesioner. Data primer dapat berupa opini 
subjek (orang) secara individu atau kelompok. Hasil observasi pada suatu 
benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Ada dua metode yang 
dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer, yaitu (1) metode survey, 
(2) metode Observasi, dan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
survey dengan menggunakan kuesioner.  
Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung (melalui 
perantara), diperoleh dan dicatat atau laporan historis yang tersusun dalam 
arsip (Indriantoro dan Bambang, 2002:147). Data sekunder digunakan dalam 
memperoleh nama-nama dinas pemerintah dan jumlah pegawai. 
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3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Mengajukan kuesioner kepada responden yang telah disiapkan sebelum 
turun kelapangan, kuesioner disusun dengan menyediakan jawaban. 
b. Wawancara dengan responden menyangkut hal-hal yang tidak terjangkau 
dalam daftar pertanyaan. 
3.3 Metode Analisis Data  
3.3.1 Uji Kualitas Data  
Sebelum dilanjutkan pada pengujian hipotesis data, hal yang terlebih 
dahulu dilakukan adalah pada uji kualitas data. Data dalam penelitian merupakan 
kunci untuk mendapatkan hasil yang baik. Tujuan dari pengujian kualitas data ini 
adalah untuk melihat seberapa baik data yang ada. 
Ketika data yang, dimiliki tidak memenuhi syarat sebagai data yang  
berkualitas maka data tersebut tidak dapat diolah lebih lanjut. Data yang tidak 
berkualitas akan mengakibatkan hasil pengujian hipotesis yang tidak benar. 
Maka sebelum melakukan pengujian hipotesis hal yang lebih dulu dilakukan 
adalah melihat kualitas data, apalagi data diperoleh dengan menyebarkan 
kuesioner. 
Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen 
dalam kuisioner hanrs diuji kualitas data tersebut dengan uji validitas dan 
reliabilitas. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut 
valid atau reliabel untuk mengukur variabel yang akan diukur sehingga 
 46
penelitian ini bisa mendukung hipotesis yang diajukan. Dalam pengukuran 
variabel, instrumen yang digunakan adalah instrumen yang dipakai oleh peneliti 
sebelumnya. 
a. Uji Validitas  
 Suatu instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang 
tinggi apabila instrument tersebut mengukur apa yang diukur atau dengan 
kata lain pengujian validitas dilakukan untuk melihat apakah masing- masing 
pertanyaan mewakili keberadaan variabel tersebut. Ketentuan validitas data 
dapat mewakili keberadaan variable tersebut. Ketentuan validitas data dapat 
menggunakan tingkat signifikan yang terdapat pada nilai peorsen 
correlation, dengan kriteria setiap item pertanyaan dikatakan valid jika 
tingkat signifikasinya berada dibawah 5 % atau p>0,05 (Ghozali. 2002). 
Masing-masing jawaban pertanyaan dan total jawaban pada setiap variabel 
penelitiannya saling dikorelasikan. 
b. Uji Reliabilitas  
Jika validitas telah diperoleh, maka langkah berikut yang dilakukan 
adalah mempertimbangkan reliabilitas pengukuran. Pengujian reliabilitas 
bertujuan untuk memenuhi konsistensi hasil pengukuran vuriabel. 
Pengukuran yang reliabel akan menunjukkan instrumen yang sudah dipercaya 
dan dapat dihasilkan data yang dipercaya pula. 
Pengujian reliabilitas dilakukan dengan crobach alpha yaitu untuk 
menguji kelayakkan terhadap konsistensi seluruh skala yang digunakan. 
Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki crobach alpha apabila 
lebih dari 0,5 (Nunnaly dalam Darlis,2005). 
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3.3.2 Uji Asumsi Klasik  
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam sebuah model 
regresi variabel moderating, variabel independen, dan dependen atau ketiga 
tibanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Menurut 
Sumodiningrat (2002:38), distribusi normal merupakan suatu kurva yang 
bebentuk lonceng (bell-shaped curve ) yang kedua sisinya melebar sampai tak 
hingga ( kedua sisinya tidak berpotongan dengan sumbu horizontal). Kurva 
normal ini berbentuk simetri di sekitar rerata variabel, dan nilai-nilainya pada 
sumbu mendatar. 
Apabila data menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi 
memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan jika data menyebar jauh dari garis 
diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi 
tidak memenuhi asumsi normalitas ( Santoso, 2004; 214 ). 
b. Uji Autokorelasi 
Sumodiningrat (1999:31) menyatakan, bahwa autokorelasi adalah 
hubungan (korelasi) yang terjadi diantara anggota-anggota dalam serangkaian 
pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (time series data) atau 
yang tersusun dalam rangkaian ruang (cross section data). Dalam penelitian 
ini, data yang digunakan adalah cross section data, artinya data tersebut 
dikumpulkan dalam satu waktu. Konsekuensi dari adanya autokorelasi dalam 
suatu model rcgresi adalah varians sampel tidak menggambarkan varians 
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populasinya. Lebih jauh lagi model rebresi yang dihasilkan tidak dapat 
digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada niali variable 
independen tertentu. Suatu jenis pengujian yang umum digunakan untuk 
mengetahui adanya autokorelasi telah dikembangkan oleh J. Durbin dan G. 
Watson yang dikenal dengan statistik d Durbin Watson (Umar 2004:146) 
dengan rumus sebagai berikut : 
t = n 
( )∑ −− 11 ete   
2−= td  
 ∑ 1e  
 
Keterangan: 
et  = Kesalahan gangguang dari sampel 
et-1= Kesalahan ganguan dari sampel satu periode sebelumnya 
Untuk mengetahui batas tidak terjadinya autokorelasi dalam model 
regresi tersebut adalah du<d <4 -du, dimana du adalah batas atas dari nilai d 
Durbin Watson yang terdapat pada table uji Durbin Watson. Sedangkan d 
merupakan nilai d Durbin Watson dari hasil perhitugan yang dilakukan. Jika 
dihitung tidak berada di antara batas tersebut, maka tidak terjadi 
penyimpangan autokorelasi.  
Santoso (2004:200) mengatakan bahwa deteksi adanya autokorelasi 
secara umum dapat dilihat dengan : 
1. Angka D - W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif, 
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2. angka D - W - 2 sarnpai 2, berarti tidak ada autokorelasi, dan 
3. Angka D- W diatas +2 berarti ada autokorelasi negative 
c.  Uji Multikolinearitas 
Suatu model regresi mengandurib multikolinearitas jika ada 
hubungan yang sempurna antara variabel independen atau terdapat korelasi 
linear. Konsekuensinya adalah bahwa kesalahan standar estimasi akan 
cenderung meningkat dengan bertambahnya variabel independen, tingkat 
signifikansinya yang digunakan untuk menolak hipotesis nol akan semakin 
besar, dan probabilitas menerima hipotesis yang salah semakin besar. 
Sehingga model regresi yang diperoleh tidak valid untuk menaksir nilai 
variabel independen. 
Penelitian ini menagunakan Tolerance dan Variance Inflantor 
Factor (VIF) untuk melihat adanya multikolinearitas dengan formula sebagai 
berikut : 
VIF = 
ToleranceR
1
)1(
1
2 =
−
 
Dimana R2 merupakam koefisien determinasi. Menurut Santoso, 2001 
bila toleransi kecil artinya menunjukkun nilai VlF yang besar, untuk itu bila 
VIF > 5 maka dianggap ada multikolinearitas dengan variabel lainnya, 
sebaliknya jika nilai VIF < 5 maka dianggap tidak terdapat multikolinearitas. 
d.  Uji Heterokedastisitas 
Heterokedastisitas diartikan sebagai tidak samanya varian bagi 
variabel independen yang di uji dalam setting yang berbeda. Pengujian 
 50
heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual, dari satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika varian dari residualnya tetap, maka tidak ada 
heterokedastisitas atau homokedastisitas (Gujarati dalam Rani, 2007). 
Untuk melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas, maka digunakan 
scatterplot. Pengujian dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 
pada grafik scatterplot. Jika membentuk pola tertentu, maka terdapat 
heterokedastisitas. Sedangkan jika titik-titiknya menyebar, maka tidak 
terdapat heterokedastisitas. Jika terdapat heterokedastisitas, untuk 
memperbaikinya dapat mengonversi regresi ke bentuk logaritma (Prastito, 
2004:150) 
3.3.3 Pengujian Hipotesis 
  Untuk menguji hipotesis ini digunakan regresi berganda interaksi. Focus 
utama regresi pada penelitian ini adalah signifikan indeks koefisien dan sifat 
pengaruh interaksi variable moderating (komitmen organisasi dan informasi 
asimetri) dengan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaaran. 
Pengolahan data penelitian ini menggunakan multiple regression  dengan bantuan 
program SPP (Statistical Produc Service Solution) versi 12 dalam melakukan 
analisis regresi ini dilakukan dengan metode enter yaitu metode analisis regresi 
yang digunakan untuk menganalisis data secara biasa, yaitu semua variable 
independent dianalisis baik predictor yang berpengaruh atau yang tidak 
berpengaruh terhadap kriterium. 
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Setelah mendapat model penelitian yang baik, maka dilakukan pengujian 
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Ketiga hipotesis yang dikemukakan 
diuji dengan persamaan regresi sebagai berikut : 
a. Hipotesis  Pertama 
Hipotesis pertama dari penelitian ini adlaah apakah partisipasi 
penyusunan anggaran pada pemerintah Tingkat II Pekanbaru statistiknya 
sebagai berikut: 
H01 = Partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap 
timbulnya senjangan anggaran pada pemertintah Tingkat II Pekanbaru 
Ha1 = Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap timbulnya 
senjangan anggaran pada pemertintah Tingkat II Pekanbaru 
Diuji dengan persamaan regresi : 
Y = β0 + β1 + X1 + e 
Dimana :  Y  : Senjangan Anggaran 
 X1 : Partisipasi Anggaran  
 β : Koofisien regresi 
 e : Variabel lain yang tidak teridentifikasi 
Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan uji parsial (uji t). Uji t 
dilakukan untuk mengetahui apakah partisipasi penyusunan anggaran 
berpengaruh terhadap timbulnya senjangan  anggaran pada Pemerintah Tingkat 
II Pekanbaru. Uji t dilakukan dengan dua arah (2 tails) dengan tingkat 
keyakinan 95% (yang merupakan standar tingkat keyakinan untuk penelitian 
bisnis) dan uji tingkat signifikan pengaruh partisipasi anggaran terhadap 
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senjangan anggaran pada pemerintah Tingkat II Pekanbaru, dimana tingkat 
signifikan ditentukan sebesar 5% dan degree of freedom (df) = n-k.  
Kriteria diterima atau ditolak : apabila thitung > ttabel maka H0 ditolak, 
sebaliknya apabila thitung < ttabel  maka H0 diterima. 
b. Hipotesis kedua 
Hipotesi kedua dari penelitian ini adalah apakah komitmen organisasi 
berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan 
anggaran pada Pemerintah Tingkat II Pekanbaru. Hipotesis statistiknya sebagai 
berikut :  
H01 = Komitemen Organisasi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara 
partisipasi penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran pada 
pemertintah Tingkat II Pekanbaru 
Ha1 = Komitemen Organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara 
partisipasi penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran pada 
pemertintah Tingkat II Pekanbaru 
Diuji dengan persamaan regresi : 
Y = β0 + β1 X1 + β2X2 + β3 X1X2 + e 
Dimana :  Y  : Senjangan Anggaran 
  X1 : Partisipasi Anggaran  
  X2 : Komitmen Organisasi 
  X1X2 : Interaksi Antara X1 dan X2 
  β : Koofisien regresi 
  e : Variabel lain yang tidak teridentifikasi 
 53
Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan uji parsial (uji t). Uji t 
dilakukan untuk mengetahui apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap 
timbulnya senjangan anggaran pada Pemerintah Tingkat II Pekanbaru. Uji t 
dilakukan dengan dua arah (2 tails) dengan tingkat keyakinan 95% (yang 
merupakan standar tingkat keyakinan untuk penelitian bisnis) dan uji tingkat 
signifikan pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran pada 
pemerintah Tingkat II Pekanbaru, dimana tingkat signifikan ditentukan sebesar 
5% dan degree of freedom (df) = n-k.  
Kriteria diterima atau ditolak : apabila thitung > ttabel maka H0 ditolak, 
sebaliknya apabila thitung < ttabel  maka H0 diterima.  
c. Hipotesis Ketiga 
Hipotesi kedua dari penelitian ini adalah apakah komitmen organisasi 
berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan 
anggaran pada Pemerintah Tingkat II Pekanbaru. Hipotesis statistiknya sebagai 
berikut :  
H01 = Informasi asimetri tidak berpengaruh terhadap hubungan antara 
partisipasi penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran pada 
pemertintah Tingkat II Pekanbaru 
Ha1 = Informasi asimetri berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi 
penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran pada pemertintah 
Tingkat II Pekanbaru 
Diuji dengan persamaan regresi : 
Y = β0 + β1 X1 + β3X3 + β4 X1X3 + e 
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Dimana :  Y  : Senjangan Anggaran 
  X1 : Partisipasi Anggaran  
  X3 : Informasi Asimetri 
  X1X3 : Interaksi Antara X1 dan X2 
  β : Koofisien regresi 
  e : Variabel lain yang tidak teridentifikasi 
Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan uji parsial (uji t). Uji t 
dilakukan untuk mengetahui apakah informasi asimetri berpengaruh terhadap 
timbulnya senjangan anggaran pada Pemerintah Tingkat II Pekanbaru. Uji t 
dilakukan dengan dua arah (2 tails) dengan tingkat keyakinan 95% (yang 
merupakan standar tingkat keyakinan untuk penelitian bisnis) dan uji tingkat 
signifikan pengaruh informsai asimetri terhadap senjangan anggaran pada 
pemerintah Tingkat II Pekanbaru, dimana tingkat signifikan ditentukan sebesar 
5% dan degree of freedom (df) = n-k.  
Kriteria diterima atau ditolak : apabila thitung > ttabel maka H0 ditolak, 
sebaliknya apabila thitung < ttabel  maka H0 diterima. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
4.1. Demografis Responden  
Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas-Dinas yang ada di 
Pemerintahaan Tingkat II Kota Pekanbaru, Alasan di pilih Pejabat Eselon III dan 
Eselon IV karena mereka menduduki jabatan teknis dan memiliki peranan yang 
besar terhadap pekerjaaan di lapangan, dimana mereka berhubungan dan terjun 
langsung dalam pekerjaan teknis di lapangan. Dampaknya mereka memahami 
permasalahan di lapangan dan mengetahui lebih akurat mengenai anggaran yang 
dibutuhkan dalam operasional kerja.  
Penelitian ini digunakan metode survei dimana peneliti menemui langsung 
responden untuk menyebarkan dan memberikan kuesioner. Sedangkan metode 
mengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling, teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan. Jenis metode ini 
termasuk dalam metode penarikan sampel non probality sampling yaitu metode 
pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama 
pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, hanya populasi yang 
memenuhi kriteria tertentu dari penelitian saja yang bisa dijadikan sampel 
penelitian.  
Adapun banyak respoden yang akan diambil di tiap-tiap dinas sebanyak 3 
responden pada tiap-tiap Dinas dengan jumlah instansi pemerintahan Daerah  
sebanyak 20 Dinas maka jumlah kuesioner yang akan disebarkan pada tiap-tiap 
Dinas yaitu sebanyak 60 kuesioner sesuai dengan banyak respondennya.   
55 
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Tabel IV.1: Data Demografis Responden  
Keterangan Frekuensi Persentase 
Umur  
Antara umur 20 Sampai 30  
Antara 31 sampai 40  
Antara 41 sampai 50 
Lebih dari 50 
Total 
 
10 
40 
7 
3 
60 
 
16.67% 
66.66% 
11.67% 
5% 
100% 
Jenis Kelamin 
Pria  
Wanita 
Total  
 
51 
9 
51 
 
85% 
15% 
100% 
Sumber: Data Olahan 
Data yang diolah merupakan hasil rata-rata jawaban responden dari setiap 
pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Timbulnya Senjangan Anggaran dengan 
Komitmen Organisasi dan Informasi Asimetri Sebagai Variabel Moderating Pada 
Dinas Pemerintah Tingkat II Kota Pekanbaru.  
 
4.2. Uji Kualitas Data 
4.2.1. Validitas 
 Berdasarkan uji validitas butir-butir pernyataan dalam kuesioner penelitian 
ini menggunakan Korelasi Pearson melalui aplikasi SPSS versi 11.0 setiap butir 
pernyataan berkorelasi positif terhadap skor total dengan signifikan pada level 
0,05.  
 Koofisien korelasi antara butir pernyataan berkaitan dengan variabel 
Partisipasi Anggaran dengan skor yang berkisar antara 0,601-0,819 dengan tingkat 
signifikan 0,05. Koefisien antara butir pernyataan yang berkaitan dengan variabel 
Senjangan Anggaran, dengan skor total berkisar antara 0,459-0,831 dengan 
signifikan 0,05. Butir pernyataan berkaitan dengan variabel Komitmen Organisasi 
dengan skor total berkisar antara 0,198-0,670 dengan signifikan 0,05. Butir 
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pernyataan berkaitan dengan variabel Informasi Asimetri dengan skor total 
berkisar antara 0,361-823 dengan signifikan 0,05.Untuk mengetahui validitas 
setiap butir pertanyaan pada kuesioner, jika tingkat signifikannya berada di bawah 
5% atau p > 0,05. lihat pada tabel IV.2, IV.3, IV.4    
Partisipasi Anggaran terdiri dari 5  pernyataan, dari hasil perhitungan dari 
setiap butir pernyataan terhadap total, diperoleh hasil berkisar antara 0,601-0,819 
hasil perhitungan korelasi setiap butir pernyataan p>0,05 dan disimpulkan setiap 
pernyataan adalah valid dan setiap pernyataan memiliki korelasi yang positif 
dengan skor totalnya dengan tingkat signifikan 0,05 hasil pengujian tersebut dapat 
dilihat dari tabel IV.2 berikut:  
Tabel IV.2: Rangkuman Validitas Partisipasi Anggaran  
Item pernyataan Korelasi Person Kriteria Keterangan 
1 0.601 0,05 Valid  
2 0.688 0,05 Valid 
3 0.819 0,05 Valid 
4 0.774 0,05 Valid 
5 0.663 0,05 Valid 
Sumber: Data Olahan 
Senjangan Anggaran terdiri dari 7  pernyataan, dari hasil perhitungan dari 
setiap butir pernyataan terhadap total, diperoleh hasil berkisar antara 0,459-831  
hasil perhitungan korelasi setiap butir pernyataan p>0,05 dan disimpulkan setiap 
pernyataan adalah valid dan setiap pernyataan memiliki korelasi yang positif 
dengan skor totalnya dengan tingkat signifikan 0,05 hasil pengujian tersebut dapat 
dilihat dari tabel IV.3 berikut:  
 
 
 
 
  
58 
Tabel IV.3: Rangkuman Validitas Senjangan Anggaran 
Item pernyataan Korelasi person  Kriteria Keterangan 
1 0.569 0,05 Valid 
2 0.759 0,05 Valid 
3 0.821 0,05 Valid 
4 0.459 0,05 Valid 
5 0.874 0,05 Valid 
6 0.804 0,05 Valid 
7 0.831 0,05 Valid 
Sumber: Data Olahan 
Komitmen Organisasi terdiri dari 12  pernyataan, dari hasil perhitungan 
dari setiap butir pernyataan terhadap total, diperoleh hasil berkisar antara 0,198-
0,670  hasil perhitungan korelasi setiap butir pernyataan p>0,05 dan disimpulkan 
setiap pernyataan adalah valid dan setiap pernyataan memiliki korelasi yang 
positif dengan skor totalnya dengan tingkat signifikan 0,05 hasil pengujian 
tersebut dapat dilihat dari tabel IV.4 berikut:  
Tabel IV.4: Rangkuman Validitas Komitmen Organisasi  
Item pernyataan Korelasi person  Kriteria Keterangan 
1 0.444 0,05 Valid 
2 0.583 0,05 Valid 
3 0.400 0,05 Valid 
4 0.442 0,05 Valid 
5 0.670 0,05 Valid 
6 0.390 0,05 valid 
7 0.478 0,05 Valid 
8 0.497 0,05 Valid 
9 0.198 0,05 Valid 
10 0.635 0,05 Valid 
11 0.539 0,05 Valid 
12 0.270 0,05 Valid 
Sumber: Data Olahan 
Informasi Asimetri terdiri dari 6 pernyataan, dari hasil perhitungan dari 
setiap butir pernyataan terhadap total, diperoleh hasil berkisar antara 0,361-823  
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hasil perhitungan korelasi setiap butir pernyataan p>0,05 dan disimpulkan setiap 
pernyataan adalah valid dan setiap pernyataan memiliki korelasi yang positif 
dengan skor totalnya dengan tingkat signifikan 0,05 hasil pengujian tersebut dapat 
dilihat dari tabel IV.5 berikut:  
Tabel IV.5: Rangkuman Validitas Komitmen Organisasi  
Item pernyataan Korelasi person  Kriteria Keterangan 
1 0.741 0,05 Valid 
2 0.810 0,05 Valid 
3 0.823 0,05 Valid 
4 0.372 0,05 Valid 
5 0.727 0,05 Valid 
6 0.361 0,05 valid 
Sumber: Data Olahan 
4.2.2. Reliabilitas  
Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien Cronbach 
Alpha dengan taksiran batasan minimal 0,5. Tabel IV.6 berikut ini menerangkan 
hasil pengujian reliabilitas dari instrumen Partisipasi Anggaran, Senjangan 
Anggaran, Komitmen Organisasi, Informasi Asimentri. 
Tabel IV.6 Hasil Uji Reliabilitas Data  
Faktor Individu Koefisien 
Cronbach Alpha 
Kriteria 
 
Partisipasi Anggaran 0.7431 0,50 
Senjangan Anggaran 0.8603 0,50 
Komitmen Organisasi 0.6743 0,50 
Informasi Asimentri 0.7208 0,50 
Sumber: Data Olahan 
Berdasarkan tabel IV.6 dapat dilihat bahwa koofisien reliabilitas instrumen 
Partisipasi Anggaran Cronbach Alpha 0,7431. reliabilitas terhadap instrumen 
Senjangan Anggaran menunjukkan  Cronbach Alpha0.8603 untuk instrumen 
Komitmen Organisasi menunjukkan Cronbach Alpha 0.6743. reliabilitas terhadap 
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instrumen Informasi Asimentri menunjukkan 0.7208 Cronbach Alpha dari 
keempat pengaruh tersebut terlihat semua Cronbach Alpha lebih besar dari rtabel 
(alfha > rtabel) sedangkan  sehingga dapat disimpulkan semua variabel penelitian 
ini adalah reliabel.   
4.3. Uji Asumsi Klasik  
4.3.1. Normalitas Data  
Pada penelitia ini, pengujian normalitasnya dilakukan dengan kurva 
Scatterplot, dengan ketentuan apabila data menyebar disekitar garis diagonal, 
maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan data menyebar jauh 
dadri garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi 
tidak memenuhi asumsi normalitas.  
Gambar IV.1: Grafik Normalitas  
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 
Devenden Variable Senjangan Anggaran Dependent Variable: Komitmen Organisasi
Observed Cum Prob
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Dari grafik IV.2 dapat dilihat bahwa data tersebut disekitar garis diagonal, 
maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sehingga seluruh item atau 
jawaban respoden  semuanya normal dan bisa di uji untuk penelitian selanjutnya.  
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4.3.2. Uji Autokorelasi  
Pada penelitian ini, untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, maka 
dilakukan pengujian Durbin Watson melalui aplikasi SPSS. Deteksi: jika angka 
D-W dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif. Jika D-W diatas -2 sampai 
+2, berarti tidak ada autokorelasi. Jika angka D-W diatas +2, berarti autokorelasi 
negatif. Berikut ini adalah hasil output Autokorelasi 
 
Tabel IV.7 Hasil Uji Autokorelasi 
 Model Summary(b) 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 
.640(a) .410 .378 5.24130 1.951 
a  Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
b  Dependent Variable: Y 
 
Dari hasil output di atas diperoleh D-W sebesar  1.951. yang menunjukkan 
model regresi pada penelitian ini bebas dari Autokorelasi karena D-W berkisar -2 
sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.  
 
4.3.3.  Uji Multikolinearitas  
Penelitian ini menggunakan Tolerance dan Variance Inflantor Factor 
(VIF). Menurut Santos, 2001 bila toleransi kecil artinya menunjukkan nilai VIF 
yang besar, untuk itu bila VIF > 5 maka dianggap ada multikolinearitas dengan 
variabel lainnya, sebaliknya jika VIF < 5 maka dianggap tidak terdapat 
multikolinearitas. Berikut ini adalah hasil output Multikolinearitas 
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Tabel IV.8 Uji Multikolinearitas 
 Coefficients(a) 
 
Model   Collinearity Statistics 
    Tolerance VIF 
1 (Constant) 
    
  X1 
.896 1.117 
  X2 
.930 1.075 
  X3 
.846 1.182 
a  Dependent Variable: Y 
 
Dilihat dari tabel uji multikolinearitas, variabel (X1) Partisipasi Anggaran 
memiliki VIF 1,117 dan toleransi 0,896 variabel (X2) Komitmen Organisasi 
memiliki nilai VIF 1.075 dengan nilai toleransi 0,930. variabel (X3) mempunyai 
VIF 1.182 dan toleransi 0.846 dari ketiga nilai VIF variabel indevenden tersebut 
lebih kecil dari 5 dan sekitar angka 1. sedangkan nilai toleransinya mendekati 1. 
jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi atau bebas dari pengaruh 
multikolinearitas.  
 
4.4. Uji Heterokedastisitas  
Doagnosa adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan 
scatterplot yang diperoleh dengan bantuan software SPSS versi 11.0 menurut 
Santoso (2000:209) heteroskedastisitas terjadi apabila titik-titik (point-point) pada 
grafik scatterplot membentuk pola tertentu (bergelombang, menyebar, kemudian 
menyempit). Sedangkan jika titik-titik tersebut menyebar dan tidak jelas 
bentuknya maka model tersebut bebas dari heteroskedastisitas. Scatterplot dapat 
dilihat pada Grafik IV.1. berikut:  
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Gambar: IV.1. Scatterplot 
Scatterplot
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Regression Standardized Predicted Value
210-1-2-3
R
e
gr
e
ss
io
n
 
St
a
n
da
rd
ize
d 
Re
sid
u
a
l
3
2
1
0
-1
-2
-3
 
Dari grafik di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak 
membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas dan dibawah 
angka nol pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi 
dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.  
 
4.5. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan  
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa untuk 
menguji hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis regresi 
berganda dengan bantuan Software SPSS (Statistical Product And Service 
Solution) versi 11.00. metode analisis yang digunakan adalah metode enter yaitu 
metode analisis biasa dimana semua variabel indevenden termasuk variabel 
moderating sebagai variabel prediktor tanpa memandang apakah variabel tersebut 
berpengaruh besar atau kecil pada variabel devenden (kriterium). Adapun hasil 
analisis data untuk masing-masing hipotesis dapat dilihat pada tabel IV.9 berikut: 
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Tabel IV. 9 Hasil Pengujian Data Masing-Masing Hipotesis   
Hipotesis Adjusted 
R2 
F Sig t hitung t tabel Koefisien 
b 
Ket 
Hipotesis I 0.202 15.912 0.000 3.989 2,002 0.845 Signifikan  
Hipotesis II 0.269 11.853 0.000 2.516 2,002 0.392 Singnifikan  
Hipotesis II 0.378 12.958 0.000 3.318 2,002 0.519 Signifikan  
Sumber: Data Olahan 
1. Pengujian Hipotesis Pertama  
Hipotesis pertama yang diajukan dari penelitian ini adalah untuk menguji 
Partisipasi Penyusunan Anggaran Berpengaruh terhadap Senjangan Anggaran 
Pada Pemerintah Tingkat II Kota Pekanbaru.  
Hasil analisis regresi pada hipotesis pertama menunjukkan koefisien b1 
pada persamaan regresi pertama signifikan. Partisipasi penyusunan anggaran 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan Senjangan Anggaran pada 
Pemerintah Tingkat II Kota Pekanbaru. Dimana nilai thitung > ttabel (3.989 > 2,002) 
maka Ho1 di tolak, dan Ha1 di terima.  
Dengan demikian, hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang 
menyatakan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap senjangan 
anggaran pada Pemerintah Tingkat II Kota Pekanbaru Menurut Santoso (2001) 
dalam Yuli (2007) untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas, digunakan 
Adjusted R Square sebagai koefisien determinasi. Secara keseluruhan Adjusted R2
 
menunjukkan Senjangan Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Pekanbaru 
dipengaruhi sebesar 0.202 (20,20%)  sedangkan 0,798 (79,80%)  dipengaruhi oleh 
variabel lain, hal ini menunjukkan bahwa Partisipasi Penyusunan Anggaran 
Berpengaruh Terhadap Senjangan Anggaran pada Pemerintah Tingkat II Kota 
Pekanbaru. 
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2. Pengujian Hipotesis Kedua  
Hipotesis kedua yang diajukan dari penelitian ini adalah Komitmen 
Organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara Partisipasi Penyusunan 
Anggaran dengan Senjangan Anggaran atau (budgetary slack).  
Hasil analisis regresi pada hipotesis kedua  menunjukkan koefisien b2 pada 
persamaan regresi kedua  signifikan. Komitmen Organisasi mempunyai hubungan  
yang signifikan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran atau 
(budgetary slack). yang signifikan dengan pada Pemerintah Tingkat II Kota 
Pekanbaru. Dimana nilai thitung > ttabel (2.516> 2,002) maka Ho2 di tolak, dan Ha2 
di terima.  
Dengan demikian, hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua yang 
menyatakan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara 
partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran atau (budgetary slack) Pada 
Pemerintah Tingkat II Kota Pekanbaru. Menurut Santoso (2001) dalam Yuli 
(2007) untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas, digunakan Adjusted R 
Square sebagai koefisien determinasi. Secara keseluruhan Adjusted R2
 
menunjukkan partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran atau (budgetary 
slack) dipengaruhi sebesar 0.269 (26,90%)  sedangkan (73,10%)  dipengaruhi oleh 
variabel lain, hal ini menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh 
terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran atau 
(budgetary slack) pada Pemerintah Tingkat II Kota Pekanbaru. 
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3. Pengujian Hipotesis Ketiga 
Hipotesis ketiga yang diajukan dari penelitian ini adalah Informasi 
Asimetri berpengaruh terhadap hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran 
terhadap Senjangan Anggaran pada Pemerintah Tingkat II Kota Pekanbaru.  
Hasil analisis regresi pada hipotesis ketiga  menunjukkan koefisien b3 pada 
persamaan regresi ketiga signifikan, Informasi Asimentri mempunyai hubungan 
signifikan terhadap hubungan antara Partisipasi penyusunan Anggaran dengan 
Senjangan Anggaran pada Pemerintah Tingkat II Kota Pekanbaru. Dimana nilai 
thitung > ttabel (3.318>2,002) maka Ho3 di tolak, dan Ha3 di terima.  
Dengan demikian, hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga yang 
menyatakan Informasi Asimetri berpengaruh terhadap hubungan antara Partisipasi 
Anggaran dengan Senjangan Anggaran pada Pemerintah Tingkat II Kota 
Pekanbaru.  
 Menurut Santoso (2001) dalam Yuli (2007) untuk regresi dengan lebih 
dari dua variabel bebas, digunakan Adjusted R Square sebagai koefisien 
determinasi. Secara keseluruhan Adjusted R2
 
menunjukkan Partisipasi Anggaran 
dengan Senjangan Anggaran dipengaruhi sebesar 0.378 (37,80%) sedangkan   
0,622 (62,20%) dipengaruhi oleh variabel lain, hal ini menunjukkan bahwa 
Informasi Asimetri berpengaruh terhadap hubungan antara Partisipasi Penyusunan 
Anggaran terhadap Senjangan Anggaran pada Pemerintah Tingkat II Kota 
Pekanbaru.  
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4.6. Pembahasan  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara 
partisipasi anggaran dengan budgetary slack, interaksi antara partisipasi anggaran 
dengan komitmen organisasi, dan interaksi antara partisipasi anggaran dengan 
informasi asimentri, berpengaruh signifikan secara parsial (Uji t) terhadap 
senjangan anggaran.  
Setelah melakukan analisis terhadap hipotesis pertama, Partisipasi 
Penyusunan Anggaran menunjukkan bahwa hipotesis pertama diperoleh angka 
thitung sebesar 3,989 dan ttabel  sebesar 2,002. Hal ini menunjukkan bahwa 
thitung>ttabel, maka Ha1 diterima artinya Partisipasi Penyusunan Anggaran memiliki 
pengaruh terhadap Senjangan Anggaran Pada Pemerintah Tingkat II Kota 
Pekanbaru. Kondisi ini juga mengidentifikasi bahwa Partisipas Menyusunan 
Anggaran menjadi faktor penting terhadap Senjangan Anggaran Pada  Pemerintah 
Tingkat II Kota Pekanbaru. Partisipasi Penyusunan Anggaran ini merupakan 
tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu didalam mementukan 
dan menyusun anggaran yang ada dalam divisi atau bagiannya baik secara 
periodik maupun tahunan. Pada dasarnya penerapan sistem partisipasi penyusunan 
anggaran adalah untuk menciptakan anggaran yang sangat objektif sehingga tidak 
terjadi kelonggaran anggaran yang sering disebut dengan senjangan anggaran.  
Dari penjelasan di atas dapat disumpulkan bahwa kinerja aparat 
pemerintah daerah akan meningkat apabila partisipasi anggaran diterapkan 
didalamnya, sehingga menyusun anggaran sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan 
oleh divisi. 
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Kemudian setelah melakukan analisis terhadap hipotesis ke dua, yang 
diajukan yaitu Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara 
Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Senjangan Anggaran atau (budgetary 
slack). Maka diperoleh angka thitung sebesar 2.516 dan ttabel 2,002 hal ini 
menunjukkan bahwa thitung > ttabel, maka Ha2 diterima. Artinya Komitmen 
Organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara Partisipasi Penyusunan 
Anggaran dengan Senjangan Anggaran atau (budgetary slack) pada Pemerintah 
Tingkat II Kota Pekanbaru.  
Komitmen organisasi merupakan sikap seseorang yang menunjukkan 
kesetiaan atau loyalitas terhadap sesuatu hal, sehingga ada ikatan keterkaitan 
individu dengan organisasi, maka akan terciptalah anggaran yang sangat objektif  
sesuai dengan maksud  dari sistem Partisipasi Penyusunan Anggaran tersebut. 
Maka dengan semikian tidak akan terjadi kelonggaran anggaran yang sering 
disebut dengan senjangan anggaran Pada Pemerintah Tingkat II Kota Pekanbaru.  
Kemudian setelah melakukan analisis terhadap hipotesis ketiga, maka 
diperoleh angka thitung sebesar 3.318 dan ttabel sebesar 2,002. Hal ini menunjukkan 
bahwa thitung > ttabel, maka Ha3 diterima. Artinya Informasi Asimetri berpengaruh 
terhadap hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran pada 
Pemerintah Tingkat II Kota Pekanbaru. Informasi Asimetri adalah suatu kondisi 
apabila atasan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja bawahan 
maka atasan tidak dapat menentukan kontribusi bawahan terhadap hasil aktual 
perusahaan.  
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Dari defenisi informasi asimetri di atas maka penulis dapat menjelaskan 
bahwa informasi asimetri sangat berguna bagi para atasan untuk menciptakan  
anggaran yang sangat objektif  sesuai dengan maksud  dari sistem Partisipasi 
Penyusunan Anggaran tersebut. Tanpa adanya informasi asimentri tersebut maka 
atasan tidak akan bisa menentukan senjangan anggaran yang terjadi di suatu 
perusaah atau organisasi karena terjadinya senjangan anggaran ini disebabkan 
oleh tindakan bahwan yang mengecilkan kapabilitas produktititasnya ketiga diberi 
kesempatan untuk menentukan standar kerjanya. Dengan demikian dengan adanya 
informasi asimentri maka atasan bisa menentukan senjangan anggaran yang 
terjadi di pada Pemerintah Tingkat II Kota Pekanbaru.  
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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN  
 
5.1 Kesimpulan 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Partisipasi 
Anggaran Terhadap Timbulnya Senjangan Anggaran Dengan Komitmen 
Organisasi dan Informasi Asimetri Sebagai Variabel Moderating  
 Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya diambil 
beberapa kesimpulan sebagai penutup bahasan dari penelitian ini:  
1. Berdasarkan penelitian, penelitian ini mampu membuktikan bahwa hipotesis 
kepertama, kedua dan ketiga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
Kinerja Pemerintah Tingkat II Kota Pekanbaru yaitu  Hipotesis pertama 
partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran (budgetary 
slack), Partisipasi penyusunan anggaran mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan Senjangan Anggaran (budgetary slack),  pada Pemerintah 
Tingkat II Kota Pekanbaru. Dimana nilai thitung > ttabel (3.989 > 2,002). 
Hipotesis kedua komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara 
partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran atau (budgetary slack) 
Komitmen Organisasi mempunyai hubungan  yang signifikan antara 
partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran atau (budgetary slack). yang 
signifikan dengan pada Pemerintah Tingkat II Kota Pekanbaru. Dimana nilai 
thitung > ttabel (2.516>2,002) dan hipotesis ketiga Informasi asimeteri 
berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan 
anggaran atau (budgetary slack). Informasi Asimentri mempunyai hubungan 
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signifikan terhadap hubungan antara Partisipasi penyusunan Anggaran dengan 
Senjangan Anggaran pada Pemerintah Tingkat II Kota Pekanbaru. Dimana 
nilai thitung > ttabel (3.318>2,002) 
2. Secara umum hasil pengujian validitas dan reliabilitas untuk seluruh butir 
pernyataan penelitian telah memberikan hasil yang baik dan patut 
menunjukkan alpha berkisar antara 0.6743-0,8603. Pengujian validitas 
terhadap seluruh butir pernyataan dengan menggunakan korelasi pearson 
menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan memiliki tingkat validitas yang 
baik.  
3. Normal rata-rata jawaban responden yang menjadikan data dalam penelitian 
ini dilihat dari normal porbability plot menunjukkan bahwa distribusi jawaban 
responden adalah normal. Sehingga persyaratan normal terpenuhi.  
4. Dari hasil penyeleksian model penelitian ini, semua variabel independen dapat 
digunakan untuk analisis data lebih lanjut, yaitu Partisipasi Anggaran, 
Komitmen Organisasi dan Informasi Asimetri.  
5.2 Saran  
Mengingat rendahnya kualitas kinerja, khususnya kinerja sektor publik 
perlu diperhatikan saran-saran berikut:  
1. Para Eselon III dan Eselon IV harus meningkatkan kemampuan dan 
pengetahuan tentang sistem penganggaran dengan cara memberikan 
kesempatan untuk mengikuti penataran, seminar-seminar atau melanjutkan 
pendidikan yang lebih tinggi baik formal maupun informal, sehingga kinerja 
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para eselon-eselon tersebut dapat lebih efektif dan lebih efisien dalam 
penyusunan anggaran pada Dinas Pemerintah Tingkat II Kota Pekanbaru.  
2. Dilingkungan Dinas Pemerintah Tingkat II Kota Pekanbaru perlu 
menanamkan Komitmen pada kinerja Pemerintah Daerah bagi para Eselon III 
dan Eselon IV dalam Partisipasi Anggaran demi tercapainya tujuan sasaran 
anggaran sehingga penyusunan anggaran yang ada pada Pemerintahan Tingkat 
II Kota Pekanbaru dapat mencapai tujuan anggaran yang telah di rencanakan, 
serta para Eselon III dan Eselon IV dapat menjalankan fungsi anggaran 
tersebut dengan baik.   
3. Faktor Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi dan Informasi Asimetri 
dengan Senjangan Anggaran pada Pemerintah Daerah Tingkat II Kota 
Pekanbaru kemungkinan menjadi faktor kondisional yang harus di 
pertimbangkan dalam rangka peningkatan efektivitas organisasi melalui 
kinerja aparatur dalam menyusun anggaran.  
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UJI VALIDITAS PARTISIPASI ANGGARAN 
 
Correlations 
 
    TOTAL 
ITEM 1 Pearson 
Correlation .601(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.000 
  N 60 
ITEM 2 Pearson 
Correlation .688(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.000 
  N 60 
ITEM 3 Pearson 
Correlation .819(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.000 
  N 60 
ITEM 4 Pearson 
Correlation .774(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.000 
  N 60 
ITEM 5 Pearson 
Correlation .663(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.000 
  N 59 
TOTAL Pearson 
Correlation 1 
  Sig. (2-tailed) 
. 
  N 60 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 x 
 
UJI VALIDITAS SENJANGAN ANGGARAN 
 
Correlations 
 
    TOTAL 
ITEM 1 Pearson 
Correlation .569(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.000 
  N 60 
ITEM 2 Pearson 
Correlation .759(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.000 
  N 60 
ITEM 3 Pearson 
Correlation .821(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.000 
  N 60 
ITEM 4 Pearson 
Correlation .459(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.000 
  N 60 
ITEM 5 Pearson 
Correlation .874(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.000 
  N 60 
ITEM 6 Pearson 
Correlation .804(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.000 
  N 60 
ITEM 7 Pearson 
Correlation .831(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.000 
  N 60 
TOTAL Pearson 
Correlation 1 
  Sig. (2-tailed) 
. 
  N 60 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 xi
 
 
UJI VALIDITAS KOMITMEN ORGANISASI 
 
Correlations 
    TOTAL 
ITEM 1 Pearson Correlation .444(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 60 
ITEM 2 Pearson Correlation .583(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 60 
ITEM 3 Pearson Correlation 
.400(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.002 
  N 60 
ITEM 4 Pearson Correlation .442(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 
  N 60 
ITEM 5 Pearson Correlation .670(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.000 
  N 60 
ITEM 6 Pearson Correlation 
.390(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.002 
  N 60 
ITEM 7 Pearson Correlation 
.478(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.000 
  N 60 
ITEM 8 Pearson Correlation 
.497(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.000 
  N 60 
ITEM 9 Pearson Correlation 
.198 
  Sig. (2-tailed) 
.129 
  N 60 
ITEM 10 Pearson Correlation .635(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.000 
  N 60 
ITEM 11 Pearson Correlation 
.539(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.000 
  N 60 
ITEM 12 Pearson Correlation 
.270(*) 
  Sig. (2-tailed) 
.039 
  N 59 
TOTAL Pearson Correlation 1 
  Sig. (2-tailed) 
. 
  N 60 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 xii
 
 
 
UJI VALIDITAS INFORMASI ASIMETRI 
  
Correlations 
 
    TOTAL 
ITEM 1 Pearson 
Correlation .741(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.000 
  N 60 
ITEM 2 Pearson 
Correlation .810(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.000 
  N 60 
ITEM 3 Pearson 
Correlation .823(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.000 
  N 60 
ITEM 4 Pearson 
Correlation .372(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.003 
  N 60 
ITEM 5 Pearson 
Correlation .727(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.000 
  N 60 
ITEM 6 Pearson 
Correlation .361(**) 
  Sig. (2-tailed) 
.005 
  N 60 
TOTAL Pearson 
Correlation 1 
  Sig. (2-tailed) 
. 
  N 60 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 xiii 
 
 
 
UJI RELIABILITAS PARTISIPASI ANGGARAN 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
VAR00001      16.1356         8.5330        .3932           .7437 
VAR00002      16.0169         8.1549        .4662           .7152 
VAR00003      16.0339         7.5506        .6588           .6383 
VAR00004      15.8983         8.6447        .6161           .6702 
VAR00005      16.0508         8.5663        .4520           .7180 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     59.0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    .7431 
 
 
UJI RELIABILITAS SENJANGAN ANGGARAN 
  
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
VAR00001      19.2000        37.7559        .4572           .8615 
VAR00002      19.9667        33.1514        .6601           .8363 
VAR00003      20.1333        31.7785        .7392           .8247 
VAR00004      19.6333        38.2362        .2975           .8822 
VAR00005      20.0667        30.0972        .8085           .8128 
VAR00006      20.0333        30.4734        .6981           .8306 
VAR00007      19.9667        30.9819        .7471           .8227 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     60.0                    N of Items =  7 
 
 xiv
Alpha =    .8603 
 
 
 
 
UJI RELIABILITAS KOMITMEN ORGANISASI 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
VAR00001      44.8983        19.3688        .3491           .6522 
VAR00002      44.7966        16.9234        .5061           .6186 
VAR00003      44.7288        19.6493        .2857           .6595 
VAR00004      44.6102        19.9661        .2606           .6630 
VAR00005      44.8136        16.9819        .5040           .6193 
VAR00006      44.9322        20.0298        .1601           .6762 
VAR00007      45.0000        17.4483        .3472           .6496 
VAR00008      45.0847        17.6651        .3333           .6521 
VAR00009      44.7966        20.7510        .0166           .7019 
VAR00010      44.7119        17.0362        .5209           .6172 
VAR00011      44.5424        18.5628        .4236           .6398 
VAR00012      44.5932        20.2455        .0950           .6882 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     59.0                    N of Items = 12 
 
Alpha =    .6743 
 
 
UJI VALIDITAS IMFORMASI ASIMETRI 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
VAR00001      17.3667        15.5243        .5890           .6416 
VAR00002      17.3000        14.7220        .6885           .6094 
VAR00003      17.4500        13.8788        .6899           .6006 
 xv 
VAR00004      17.0500        19.8788        .1571           .7561 
VAR00005      17.6333        15.1514        .5478           .6518 
VAR00006      16.9500        19.8110        .1106           .7769 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     60.0                    N of Items =  6 
Alpha =    .7208 
 
UJI NORMALITAS  
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual  
Devenden Variable Senjangan Anggaran  Dependent Variable: Komitmen Orga isasi
Observed Cum Prob
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UJI AUTOKORELASI 
 Variables Entered/Removed(b) 
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 X3, X2, 
X1(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Y 
 
 
 Model Summary(b) 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 
.640(a) .410 .378 5.24130 1.951 
a  Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
b  Dependent Variable: Y 
 
 ANOVA(b) 
 
Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regressio
n 
1067.947 3 355.982 12.958 .000(a) 
Residual 1538.386 56 27.471     
Total 2606.333 59       
 xvi
a  Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
b  Dependent Variable: Y 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Coefficients(a) 
 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant
) -12.638 7.573   -1.669 .101 
X1 
.586 .198 .322 2.966 .004 
X2 
.275 .148 .198 1.859 .068 
X3 
.519 .156 .370 3.318 .002 
a  Dependent Variable: Y 
 
 
 Residuals Statistics(a) 
 
  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 14.7858 31.3478 23.1667 4.25450 60 
Residual 
-13.1631 11.7872 .0000 5.10630 60 
Std. Predicted Value 
-1.970 1.923 .000 1.000 60 
Std. Residual 
-2.511 2.249 .000 .974 60 
a  Dependent Variable: Y 
 
UJI MULTIKOLINEARITAS  
 
 Variables Entered/Removed(b) 
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 X3, X2, 
X1(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Y 
 
 Model Summary 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 
.640(a) .410 .378 5.24130 
a  Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
 
 ANOVA(b) 
 
 xvii
Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regressio
n 
1067.947 3 355.982 12.958 .000(a) 
Residual 1538.386 56 27.471     
Total 2606.333 59       
a  Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
b  Dependent Variable: Y 
 
 
 
 Coefficients(a) 
 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant
) -12.638 7.573   -1.669 .101   
X1 
.586 .198 .322 2.966 .004 .896 1.117
X2 
.275 .148 .198 1.859 .068 .930 1.075
X3 
.519 .156 .370 3.318 .002 .846 1.182
a  Dependent Variable: Y 
 
 
Collinearity Diagnostics(a) 
 
Model 
Dimensio
n Eigenvalue 
Condition 
Index 
Variance Proportions 
(Constant) X1 X2 X3 
1 1 3.942 1.000 .00 .00 .00 .00 
2 
.032 11.177 .03 .06 .02 .98 
3 
.022 13.439 .04 .89 .08 .00 
4 
.005 29.506 .93 .05 .89 .01 
a  Dependent Variable: Y 
 
UJI HETEROKEDASTISITAS 
 
 xviii 
Scatterplot
Dependent Variable: Senjangan Anggaran
Regression Standardized Predicted Value
210-1-2-3
R
e
gr
e
ss
io
n
 
St
a
n
da
rd
iz
e
d 
Re
si
du
a
l
3
2
1
0
-1
-2
-3
 
 
HIPOTESIS PERTAMA  
 
 Variables Entered/Removed(b) 
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 X(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Y 
 
  
 
 
 
 Model Summary(b) 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 
.464(a) .215 .202 5.93825 
a  Predictors: (Constant), X 
b  Dependent Variable: Y 
 
 ANOVA(b) 
 
Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regressio
n 
561.087 1 561.087 15.912 .000(a) 
 xix
Residual 2045.246 58 35.263     
Total 2606.333 59       
a  Predictors: (Constant), X 
b  Dependent Variable: Y 
 
 Coefficients(a) 
 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
    B Std. Error Beta     
1 (Constant) 6.369 4.280   1.488 .142 
  X 
.845 .212 .464 3.989 .000 
a  Dependent Variable: Y 
 
 Casewise Diagnostics(a) 
 
Case Number Std. Residual Y 
Predicted 
Value Residual 
1 
-.085 16.00 16.5068 -.5068 
2 
-.228 16.00 17.3516 -1.3516 
3 
-1.560 14.00 23.2652 -9.2652 
4 
.124 24.00 23.2652 .7348 
5 
-1.107 15.00 21.5756 -6.5756 
6 
-.887 18.00 23.2652 -5.2652 
7 
.124 24.00 23.2652 .7348 
8 
-2.713 8.00 24.1100 -16.1100 
9 
.124 24.00 23.2652 .7348 
10 
.109 18.00 17.3516 .6484 
11 
-.280 14.00 15.6620 -1.6620 
12 
-.875 13.00 18.1964 -5.1964 
13 
-1.186 12.00 19.0412 -7.0412 
14 
-.550 20.00 23.2652 -3.2652 
15 
.588 20.00 16.5068 3.4932 
16 
-.628 17.00 20.7308 -3.7308 
17 
.124 24.00 23.2652 .7348 
18 
-1.055 17.00 23.2652 -6.2652 
19 
-.887 18.00 23.2652 -5.2652 
20 
-.887 18.00 23.2652 -5.2652 
21 
-.887 18.00 23.2652 -5.2652 
22 
-.887 18.00 23.2652 -5.2652 
23 
-.550 20.00 23.2652 -3.2652 
24 
-.887 18.00 23.2652 -5.2652 
25 
-.887 18.00 23.2652 -5.2652 
26 
-.887 18.00 23.2652 -5.2652 
27 
-.887 18.00 23.2652 -5.2652 
28 
-.887 18.00 23.2652 -5.2652 
29 
-.887 18.00 23.2652 -5.2652 
30 1.134 30.00 23.2652 6.7348 
 xx 
31 
.202 27.00 25.7996 1.2004 
32 1.070 33.00 26.6444 6.3556 
33 
.008 25.00 24.9548 .0452 
34 
.823 29.00 24.1100 4.8900 
35 1.239 34.00 26.6444 7.3556 
36 
.202 27.00 25.7996 1.2004 
37 1.355 33.00 24.9548 8.0452 
38 
-.082 27.00 27.4892 -.4892 
39 
.330 21.00 19.0412 1.9588 
40 2.583 31.00 15.6620 15.3380 
41 1.108 29.00 22.4204 6.5796 
42 1.276 30.00 22.4204 7.5796 
43 
-.434 19.00 21.5756 -2.5756 
44 
-.109 26.00 26.6444 -.6444 
45 
.940 28.00 22.4204 5.5796 
46 
-.303 24.00 25.7996 -1.7996 
47 1.497 33.00 24.1100 8.8900 
48 
-.924 22.00 27.4892 -5.4892 
49 
.228 28.00 26.6444 1.3556 
50 1.070 33.00 26.6444 6.3556 
51 
.228 28.00 26.6444 1.3556 
52 1.950 34.00 22.4204 11.5796 
53 
.835 24.00 19.0412 4.9588 
54 1.186 32.00 24.9548 7.0452 
55 
.371 28.00 25.7996 2.2004 
56 1.381 34.00 25.7996 8.2004 
57 
-.614 23.00 26.6444 -3.6444 
58 1.355 33.00 24.9548 8.0452 
59 
-1.119 20.00 26.6444 -6.6444 
60 
.591 31.00 27.4892 3.5108 
a  Dependent Variable: Y 
 
 
Residuals Statistics(a) 
 
  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 15.6620 27.4892 23.1667 3.08382 60 
Residual 
-16.1100 15.3380 .0000 5.88772 60 
Std. Predicted Value 
-2.434 1.402 .000 1.000 60 
Std. Residual 
-2.713 2.583 .000 .991 60 
a  Dependent Variable: Y 
 
 
HIPOTESIS KEDUA  
  
 Variables Entered/Removed(b) 
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
 xxi
1 X2, X1(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Y 
 
 Model Summary(b) 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 
.542(a) .294 .269 5.68283 
a  Predictors: (Constant), X2, X1 
b  Dependent Variable: Y 
 
 ANOVA(b) 
 
Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regressio
n 
765.547 2 382.773 11.853 .000(a) 
Residual 1840.787 57 32.295     
Total 2606.333 59       
a  Predictors: (Constant), X2, X1 
b  Dependent Variable: Y 
 
 
 
 
 
 Coefficients(a) 
 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
    B Std. Error Beta     
1 (Constant) 
-11.513 8.203   -1.404 .166 
  X1 
.785 .204 .431 3.844 .000 
  X2 
.392 .156 .282 2.516 .015 
a  Dependent Variable: Y 
 
 Casewise Diagnostics(a) 
 
Case Number Std. Residual Y 
Predicted 
Value Residual 
1 
-.125 16.00 16.7076 -.7076 
2 
-.263 16.00 17.4921 -1.4921 
3 
-1.581 14.00 22.9839 -8.9839 
4 
.179 24.00 22.9839 1.0161 
5 
-1.129 15.00 21.4148 -6.4148 
6 
-.877 18.00 22.9839 -4.9839 
7 
.179 24.00 22.9839 1.0161 
8 
-2.775 8.00 23.7685 -15.7685 
9 
-.235 24.00 25.3347 -1.3347 
10 
-.186 18.00 19.0593 -1.0593 
11 
-.338 14.00 15.9230 -1.9230 
 xxii
12 
-.929 13.00 18.2767 -5.2767 
13 
-.967 12.00 17.4941 -5.4941 
14 
-1.008 20.00 25.7265 -5.7265 
15 
.993 20.00 14.3568 5.6432 
16 
-.846 17.00 21.8057 -4.8057 
17 
.110 24.00 23.3757 .6243 
18 
-.846 17.00 21.8086 -4.8086 
19 
-.050 18.00 18.2825 -.2825 
20 
.226 18.00 16.7153 1.2847 
21 
-.601 18.00 21.4168 -3.4168 
22 
-1.153 18.00 24.5511 -6.5511 
23 
-.249 20.00 21.4168 -1.4168 
24 
-.601 18.00 21.4168 -3.4168 
25 
-.877 18.00 22.9839 -4.9839 
26 
-.601 18.00 21.4168 -3.4168 
27 
-.877 18.00 22.9839 -4.9839 
28 
-.739 18.00 22.2004 -4.2004 
29 
-.877 18.00 22.9839 -4.9839 
30 
.683 30.00 26.1182 3.8818 
31 
.430 27.00 24.5540 2.4460 
32 1.210 33.00 26.1221 6.8779 
33 
-.059 25.00 25.3366 -.3366 
34 1.058 29.00 22.9849 6.0151 
35 1.179 34.00 27.2975 6.7025 
36 
-.052 27.00 27.2965 -.2965 
37 
.866 33.00 28.0791 4.9209 
38 
.016 27.00 26.9067 .0933 
39 
-.210 21.00 22.1955 -1.1955 
40 2.584 31.00 16.3148 14.6852 
41 
.921 29.00 23.7665 5.2335 
42 
.890 30.00 24.9419 5.0581 
43 
-.701 19.00 22.9820 -3.9820 
44 
-.228 26.00 27.2975 -1.2975 
45 
.538 28.00 24.9419 3.0581 
46 
-.373 24.00 26.1212 -2.1212 
47 1.900 33.00 22.2013 10.7987 
48 
-.243 22.00 23.3806 -1.3806 
49 
.124 28.00 27.2975 .7025 
50 
.866 33.00 28.0811 4.9189 
51 
-.221 28.00 29.2564 -1.2564 
52 2.421 34.00 20.2405 13.7595 
53 1.076 24.00 17.8858 6.1142 
54 1.104 32.00 25.7284 6.2716 
55 
.124 28.00 27.2965 .7035 
56 1.317 34.00 26.5130 7.4870 
57 
-.618 23.00 26.5139 -3.5139 
58 1.211 33.00 26.1202 6.8798 
 xxiii 
59 
-1.491 20.00 28.4729 -8.4729 
60 
.720 31.00 26.9067 4.0933 
a  Dependent Variable: Y 
 
 Residuals Statistics(a) 
 
  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 14.3568 29.2564 23.1667 3.60213 60 
Residual 
-15.7685 14.6852 .0000 5.58568 60 
Std. Predicted Value 
-2.446 1.691 .000 1.000 60 
Std. Residual 
-2.775 2.584 .000 .983 60 
a  Dependent Variable: Y 
 
 
UJI HIPOTESIS KETIGA 
 Variables Entered/Removed(b) 
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 X3, X2, 
X1(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Y 
 
  
 
Model Summary(b) 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 
.640(a) .410 .378 5.24130 
a  Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
b  Dependent Variable: Y 
 
 ANOVA(b) 
 
Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1067.947 3 355.982 12.958 .000(a) 
  Residual 1538.386 56 27.471     
  Total 2606.333 59       
a  Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
b  Dependent Variable: Y 
 
 Coefficients(a) 
 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
    B Std. Error Beta     
1 (Constant) 
-12.638 7.573   -1.669 .101 
  X1 
.586 .198 .322 2.966 .004 
  X2 
.275 .148 .198 1.859 .068 
 xxiv
  X3 
.519 .156 .370 3.318 .002 
a  Dependent Variable: Y 
 
 Casewise Diagnostics(a) 
 
Case Number Std. Residual Y 
Predicted 
Value Residual 
1 
.021 16.00 15.8907 .1093 
2 
-.091 16.00 16.4765 -.4765 
3 
-1.255 14.00 20.5773 -6.5773 
4 
.059 24.00 23.6914 .3086 
5 
-.841 15.00 19.4056 -4.4056 
6 
-.492 18.00 20.5773 -2.5773 
7 
.653 24.00 20.5773 3.4227 
8 
-2.511 8.00 21.1631 -13.1631 
9 
.338 24.00 22.2266 1.7734 
10 
-.711 18.00 21.7281 -3.7281 
11 
-.150 14.00 14.7858 -.7858 
12 
-.775 13.00 17.0623 -4.0623 
13 
-1.462 12.00 19.6627 -7.6627 
14 
-.873 20.00 24.5775 -4.5775 
15 
.901 20.00 15.2794 4.7206 
16 
-.505 17.00 19.6445 -2.6445 
17 
.898 24.00 19.2952 4.7048 
18 
-.228 17.00 18.1956 -1.1956 
19 
.435 18.00 15.7216 2.2784 
20 
.347 18.00 16.1791 1.8209 
21 
-.975 18.00 23.1108 -5.1108 
22 
-.503 18.00 20.6388 -2.6388 
23 
-.494 20.00 22.5918 -2.5918 
24 
-1.470 18.00 25.7059 -7.7059 
25 
-1.680 18.00 26.8054 -8.8054 
26 
-.876 18.00 22.5918 -4.5918 
27 
-.393 18.00 20.0583 -2.0583 
28 
-.090 18.00 18.4705 -.4705 
29 
-.294 18.00 19.5393 -1.5393 
30 
.784 30.00 25.8904 4.1096 
31 
.797 27.00 22.8230 4.1770 
32 1.230 33.00 26.5537 6.4463 
33 
.119 25.00 24.3748 .6252 
34 1.402 29.00 21.6514 7.3486 
35 1.263 34.00 27.3783 6.6217 
36 
-.065 27.00 27.3423 -.3423 
37 1.279 33.00 26.2990 6.7010 
38 
-.126 27.00 27.6585 -.6585 
39 
-.176 21.00 21.9233 -.9233 
40 2.249 31.00 19.2128 11.7872 
 xxv 
41 
.321 29.00 27.3191 1.6809 
42 1.047 30.00 24.5107 5.4893 
43 
-1.475 19.00 26.7333 -7.7333 
44 
-.758 26.00 29.9734 -3.9734 
45 
.369 28.00 26.0677 1.9323 
46 
-.678 24.00 27.5556 -3.5556 
47 1.379 33.00 25.7727 7.2273 
48 
-.311 22.00 23.6275 -1.6275 
49 
.416 28.00 25.8213 2.1787 
50 
.770 33.00 28.9661 4.0339 
51 
-.639 28.00 31.3478 -3.3478 
52 1.747 34.00 24.8451 9.1549 
53 
.973 24.00 18.8995 5.1005 
54 
.907 32.00 27.2447 4.7553 
55 
.225 28.00 26.8233 1.1767 
56 
.781 34.00 29.9066 4.0934 
57 
-.829 23.00 27.3476 -4.3476 
58 1.244 33.00 26.4816 6.5184 
59 
-1.961 20.00 30.2790 -10.2790 
60 
.737 31.00 27.1395 3.8605 
a  Dependent Variable: Y 
 
  
 
 
Residuals Statistics(a) 
 
  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 14.7858 31.3478 23.1667 4.25450 60 
Residual 
-13.1631 11.7872 .0000 5.10630 60 
Std. Predicted Value 
-1.970 1.923 .000 1.000 60 
Std. Residual 
-2.511 2.249 .000 .974 60 
a  Dependent Variable: Y 
 
 
